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ABSTRAK 
 
SUHAN AULIYA HIDAYAT (B 111 10 416), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Di Kabupaten Pangkep ( Studi 
Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) dibimbing oleh Andi Sofyan
 sebagai pembimbing I dan Nur Azisa sebagai  pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan 
hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan Akta Otentik yang terjadi di 
Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) 
dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku pemalsuan Akta Otentik yang terjadi di Kabupaten 
Pangkep (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) 
 
 
Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Di Kabupaten Pangkep          
(Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj), maka penulis 
melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Pangkajene di 
Kabupaten Pangkep, serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari 
buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi 
penulisan skripsi ini.Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa, penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan 
Akta Otentik sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil 
sebagaimana diatur dalam  Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 
(1) ke- 1 KUHP,.Penerapan ketentuan pidana terhadap Tindak Pidana 
Pemalsuan Akta Otentik dalam perkara putusan (Studi Kasus Putusan 
Nomor 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) didasarkan pada fakta-fakta hukum baik 
melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun 
barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu 
dakwaan dan tuntutan jaksa. Sedangkan Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan 
nomor (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) telah sesuai. 
Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, 
dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-
hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta 
memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan 
keyakinan hakim. 
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ABSTRACT 
 
SUHAN AULIYA HIDAYAT (B 111 10 416), Judicial Formality Overview to 
Pukka Doing an Injustice of Official Document Forgery   in  Pangkep 
Regency (case study of n8umber decision 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) 
supervised by  Andi Sofyan as the supervisor I and Nur Azisa as the 
supervisor II. 
 
This research bent on to know how criminal law applying to pukka 
perpetrator of official document forgery   that happened in Pangkep 
Regency (Case Study of number decision 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) and to 
know judge consideration in dropping crime sanction to pukka perpetrator 
of official document forgery  that happened in Pangkep Regency (Case 
Study of Number Decision 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) 
 
Research that executed by writer hit “judicial formality overview to pukka 
doing an injustice of official document forgery in  Pangkep Regency (Case 
Study of Number Decision 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj), then writer conducts 
research in Pangkajene state law court in Pangkep Regency, and 
bibliography research by study books, related to legislation writing matter 
this skripsi. Reached result in this research indicate that, criminal law 
applying materil judicial formality overview were to pukka doing an 
injustice of official document forgery   pass by pukka official document, law 
applying has been in accordance with law and regulation as arranged in 
crime in Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) 1th KUHP. 
Applying of crime rule to glare at judicial formality overview to pukka doing 
an injustice of official document forgery in decision case (Case Study of 
Number Decision 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) relied on law facts either through 
eyewitness explanations, defendant explanation, and also evidence 
goods. In other hand, also relied on judicial formality consideration that is 
assertion and attorney demand. Whereas judge consideration in dropping 
crime sanction to perpetrator in case of number decision (Case Study of 
Number Decision 99/Pid.B/2013/Pn.Pkj) already according to. Base 
formulation of witnesses explanation, defendant explanation, and evidence 
goods and existence of judicial formality considerations, things that lighten 
and things that weigh against defendant, and concerned about 
interconnected  law that strenghtened with judge confidence. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan 
kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu hukum akan 
dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam 
masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika 
perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan 
hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau 
ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan 
pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. 
Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini 
adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan 
akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal 
perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan 
kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk 
mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan tanpa 
berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri 
Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak 
terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, 
lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga 
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tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri 
semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari 
segi teknologi.  
Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan 
salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-
undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan 
mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut 
mencantumkam bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa 
tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur 
dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 
266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik). 
Perbuatan membuat akta otentik adalah : akta yang dibuat oleh atau 
di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang 
untuk itu menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. 
Dengan demikian, ada 2 macam akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh 
pejabat yang disebut akta pejabat (acte ambtelijk), contohnya seperti 
Ijazah Sarjana, dan akta yang dibuat dihadapan yang disebut akta partai 
(acte partij), contohnya akta yang dibuat oleh Notaris. 
Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, 
Camat, Panitera, Juru sita, Pegawai Pencatat Perkawinan, Hakim, Pejabat 
Umum lainnya dan sebagainya. Akta otentik mempunyai kekuatan 
pembuktian mengikat dan sempurna.Kaitannya dengan Pasal 266 KUHP, 
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kalau ada pejabat yang terbukti menurut hukum menempatkan keterangan 
paslu pada akta otentik seperti ijazah, maka itu sudah melanggar pasal 
266 KUHP yang usnur-unsurnya sebagai berikut: Pasal 266 Ayat (1) 
KUHP, berbunyi: “ Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu 
ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya 
harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai 
dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan 
kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” 
Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana 
terhadap peyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu 
upaya untuk menangulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, 
maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat 
dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang 
lebih luas.  
Menurut Adami chazawi (2005: 3) :  
Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat 
salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini 
banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai 
macam bentuk        dan perkembangannya yang menunjuk pada 
semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang 
semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang 
mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu 
atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seoalah-
olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
sebenarnya. 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk meneliti 
lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan akta otentikdiri tentang 
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akta otentik yang diatur dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) 
KUHP dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan akta otentik(Studi Kasus 
Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/PN.Pkj) 
 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :  
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan akta 
otentik yang terjadi di Kabupaten Pangkep dalam putusan Nomor 
99/PID.B/2013/PN.PKJ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku pemalsuan akta otentik yang terjadi di 
Kabupaten Pangkep dalam putusan Nomor 
99/PID.B/2013/PN.PKJ? 
 
C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah :  
a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana 
dalam putusan Nomor 99/Pid.B/2013/PN.Pkj 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum 
Hakim dalam putusan Nomor 99/Pid.B/2013/PN.Pkj  
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2. Kegunaan Penelitian  
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai 
berikut :  
a. Secara Akademis/Teoritis  
Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan 
ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu Hukum pidana. 
b. Secara Praktis  
Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi  
aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengadilan) 
untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), 
dan perilaku (behavior) dalam penanganan perkara tindak 
pidana pemalsuan akta otentik. Selain itu, untuk melengkapi 
bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan daengan 
pembahasan tindak pidana pemalsuan akta otentik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Tinjauan Yuridis 
Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji dalam hal ini adalah hukum 
menurut ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini, pengertian 
tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis 
tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 
pertangggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku 
tindak pidana. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
P.A.F Lamintang (1997: 181) mengatakan bahwa pembentuk 
undang-undang di Indonesia dikenal menggunakan istilah straftbaar 
feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana 
didalam kitab undang-undang hukum  pidana tanpa memberikan 
suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud 
dengan istilah straftbaar feit tersebut. 
Menurut Van Bemelen (P.A.F Lamintang, 1997: 181) istilah 
straftbaar feit itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, dimana feit  
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berarti sebagian dari suatu kenyataan  atau een gedeelte van de 
werkijkheid. 
Hazewinkel Suringa (P.A.F Lamintang, 1997: 190) mendefinisikan 
strafbaar feit sebagai: 
suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di 
dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan serana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
didalamnya. 
Menambahkan pernyataan diatas, Pompe (P.A.F Lamintang, 
1997: 182) memandang tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu: 
a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan hukum. 
b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain daripada 
suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang 
telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 
 
Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi 
teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh 
karena itu, dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali 
apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah 
dilakukan dengan kesalahan, baik dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja, sedangkan hukum positif di Indonesia pun tidak mengenal 
adanya suatu kesalahan tanpa adanya suatu perbuatan melawan 
hukum. 
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Adami Chazawi (2002: 67-68), menyatakan bahwa : 
Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan 
sebagai terjemahan dari istilah Strafbaarfeit. Istilah yang pernah 
digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan 
maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak 
pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang 
boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir 
adalah perbuatan pidana. 
 
Menurut Moeljatno (2008: 117), jika melihat pengertian tindak 
pidana dari beberapa sarjana tersebut diatas, maka pada pokoknya 
ternyata bahwa: 
a. Feit dalam straftbaar feit berarti handeling, kelakuan atau 
tingkah laku berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam 
perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan  
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan yang dapat 
menimbulkan akibat dan bukan kelakuan saja. 
b. Pengertian straftbaar feit  dihubungkan dengan kesalahan orang 
yang mengadakan kelakuan tadi berbeda dengan “perbuatan 
pidana”, sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan 
kesalahan merupakan pertanggung jawaban pidana bagi orang 
yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya 
menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan 
ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang itu 
benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini 
tergantung kepada keadaan batinnya dari pertanggungjawaban 
pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan 
straftbaar feit di dalamnya dicakup pengertian perbuatan dan 
kesalahan. 
 
Moeljatno (2008:117) menambahkan, memakai istilah 
perbuatan pidana sebagai terjemahan dari straftbaar feit, mengartikan 
perbuatan pidana sebagai berikut: 
Perbuatan pidana disamakan dengan istilah di Inggris yakni criminal 
act  yang berarti akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, 
dimana criminal act tersebut dipisahkan dari pertanggungjawaban 
pidana/responsibility.Untuk adanya responsibility (untuk dapat 
dipidananya seseorang) selain daripada melakukan criminal act 
(perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan. 
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Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka 
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan 
pembuatnya dapat dipidana. 
Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana 
hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata 
strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian 
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. 
Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit 
oleh sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delict, dan 
perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-
undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 
Rusli Efendy (1986 : 1) mengemukakan bahwa peristiwa tindak 
pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan 
diancam dengan pidana” menjelaskan: 
Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai 
kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab 
kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain 
yang umpamanya peristiwa alamiah.  
 
2. Pandangan Dalam Hukum Pidana 
Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan 
tentang perbuatan pidana (Sudarto 1975 : 31-32),yaitu : 
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a. Pandangan Monistis 
“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya 
merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan 
prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian 
perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan 
yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban 
pidana/kesalahan (criminal responbility).  
 
Menurut D. Simons (Lamintang 1997 : 185) tindak pidana adalah : 
Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
Dengan batasan seperti ini menurut Simons (Tongat 2008 : 
105), untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut : 
a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat). 
b. Diancam dengan pidana 
c. Melawan hukum 
d. Dilakukan dengan kesalahan 
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa 
pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis 
sebagai “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, 
dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab”. 
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Andi Zainal Abidin (1987 : 250) menyatakan bahwa 
“kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) 
dan culpalata (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut : 
Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal 
act) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum,              
perbuatan dan pertanggungjwaban pidana (criminal liability) dan 
mencakup kesengajaan,kealpaan dan kelalaian dan kemampuan 
bertanggungjawab. 
Menurut J. Bauman (Sudarto 1975:31-32), 
“perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan 
delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.  
 
 
Menurut Wiryono Prodjodikoro (Tongat 2008 :106), 
“tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan pidana”.  
Menurut Prodjodikoro (1986:55) Yang Termasuk Berpandangan 
Monistis Menerjemahkan Strafbaarfeit Ke Dalam Tindak Pidana 
Dengan Menyatakan Bahwa,  
“Suatu Perbuatan Yang Pada Pelakunya Dapat Dikenakan 
Hukuman Dan Pelaku Tersebut Termasuk subyek tindak pidana”. 
Van Hammel (Andi Zainal Abidin 1987 : 250) yang berpandangan 
monistis  merumuskan strafbaarfeit bahwa,  
“perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan 
hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan 
dapat dicela karena kesalahan (en dan schould to wijten)”  
 
b. Pandangan Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, 
pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam 
pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal 
act maupun criminal responbility, sedangkan menurut pandangan 
dualistis (Tongat 2008: 106), yaitu : 
12 
Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal 
responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk 
adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, 
tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban 
pidana.  
 
Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana 
yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :  
Menurut Pompe (Sudarto 1975 : 31-32), “dalam hukum positif 
strafbaarfeit tidak lain adalah “feit (tindakan, pen), yang diancam pidana 
dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan 
kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.  
 
Menurut Moeljatno (Sudarto 1975 : 31-32), “perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar 
larangan tersebut”. 
  
Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur 
(Tongat 2008: 107) sebagai berikut: 
 
a. Adanya perbuatan (manusia) 
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 
merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) 
KUHPidana) 
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait 
dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 
fungsinya yang negatif). 
 
Moeljatno (2008 : 54) yang berpandangan dualistis menerjemahkan 
strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai,  
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”  
 
Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang 
diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak 
tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal responbility).  
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Namun demikian, Moeljatno (Soedarto 1975 : 31-32) juga 
menegaskan, bahwa “untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan 
telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang 
melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”. 
 
Muladi dan Barda Nawawi (1984: 4) menjelaskan bahwa pidana 
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:  
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan.  
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).  
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang. 
Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief (1996: 136) menegaskan 
bahwa apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas 
sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, 
maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup 
pengertian :  
a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemidanaan. 
b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. 
c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana. 
d. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur 
bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau diperasionalkan 
secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).  
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3. Teori Pemidanaan 
Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan 
konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang 
berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributive view) 
dan pandangan utilitarian (utilitarian view). Pandangan retributif 
mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap 
perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga 
pandangan ini melihat. 
Pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang 
dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. 
Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (backward-
looking). Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat 
atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan 
yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. 
Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap 
atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga 
dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan 
perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke 
depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan 
(detterence). 
Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut :   
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)  
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     Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 
pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat. Negara berhak manjatuhkan pidana karena penjahat 
tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak 
dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang 
telah dilindunginya.  
Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan 
untuk praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 
yang untuk dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum.  
(Lamintang: 1988: 25).  
Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu 
tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan 
dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang 
sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat 
ke yang baik.  
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, 
artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya 
lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif atau 
teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat 
untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu :  
- Bersifat menakut-nakuti (Afscbrikking)  
- Bersifat memperbaiki (Verbetering/ reclasering)  
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- Bersifat membinasakan (Onscbadelijk maken)  
c.       Teori Gabungan atau Teori Modern (Vereningings Theorien) 
Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, 
teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah 
memberikan pemidanaan dan penderitaan. 
     Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List 
dengan pandangan sebagai berikut (Djoko Prakoso: 1988:47) :  
a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat.  
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan 
sosiologis.  
c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 
pemerintah untuk memberantas kejahatan.  
4. Jenis-Jenis Pidana  
a) Pidana Pokok :  
1. Pidana mati  
2. Pidana penjara  
3. Pidana kurungan  
4. Pidana denda  
b) Pidana tambahan :  
1. Pencabutan hak-hak tertentu  
2. Perampasan barang-barang tertentu  
3. Pengumuman putusan hakim  
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Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman 
selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP :  
1. Pidana Mati  
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, 
misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian 
dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), pemberontakan yang diatur 
dalam Pasal 124 KUHP.  
2. Pidana Penjara  
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, 
yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara 
lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai 
kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan 
karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang 
dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari 
dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP 
sebagai berikut :  
a. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.  
b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu 
hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.  
c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua 
puluh tahun berturut-turut dalam hal yang dipidananya hakim 
boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan 
pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara 
selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas 
tahun dapat dilampaui karena perbarengan (concursus), 
pengulangan (residive) atau karena yang telah ditentukan dalam 
Pasal 52. 
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d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih 
dari dua puluh tahun.  
 
3. Pidana Kurungan  
Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih 
ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan 
dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum 
sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana 
kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP sebagai berikut :  
a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan 
paling lama satu tahun.  
b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun 
empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan 
karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan 
pada Pasal 52 dan 52a.  
4. Pidana Denda  
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran 
juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai 
alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada 
hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan 
jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda 
diatur dalam Pasal 30 KUHP sebagai berikut :  
a. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima 
sen.  
b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar 
maka diganti dengan hukuman kurungan.  
c. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda 
sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.  
d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, 
bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu 
hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah 
gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak 
cukup, gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang 
tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.  
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e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 
delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah 
karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan 
atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.  
f. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan 
bulan.  
Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik 
keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga. 
5. Pencabutan Hak Tertentu  
a) Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut :  
Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut 
dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, 
atau dalam aturan umum lainnya ialah :  
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;  
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;  
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum;  
4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut 
hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali 
pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang 
yang bukan anak sendiri;  
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri;  
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.  
 
b) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari 
jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan 
penguasa lain untuk pemecatan itu.  
 
C. Tindak Pidana Pemalsuan 
1. Pengertian tindak pidana pemalsuan 
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya 
mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal 
(objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar 
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adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis 
pelanggaran terhadap dua norma dasar: 
a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong 
dalam kelompok kejahatan penipuan. 
b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam 
kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. 
 
2. Macam-Macam Tindak Pidana Pemalsuan 
Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk 
kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, 
pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. 
a. Sumpah palsu keterangan di bawah sumpah dapat diberikan 
dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan  berarti 
bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang 
pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan 
bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya 
seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah 
menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan 
keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat 
menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu 
diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu 
mulai memanku jabatannya seperti seorang pegawai polisi 
21 
membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik 
perkara pidana. 
b. Pemalsuan  uang Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan 
uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 
244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum 
lima belas tahun penjara  barangsiapa membikin secara meniru 
atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau 
uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau 
untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak 
dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat 
tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak 
pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya 
beberapa orang saja. 
c. Pemalsuan matrai Materai memiliki arti penting dalam 
masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang 
diberi materai yang ditentuakan oleh UU menjadi suatu surat 
yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, 
misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian 
kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara 
dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan 
sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang 
ditentukan oleh UU. 
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Pemalsuan dalam hal ini yakni melakukan tindak pidana yang 
melawan hukum yang sesuai KUHP, Kejahatan pemalsuan adalah 
kejahatan yanng di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran 
atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak  dari 
luar seolah-olah benaradanya, pada hal sesungguhnya bertentangan 
dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu 
jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:  
1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong 
dalam kelompok kejahatan penipuan. 
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam 
kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. 
3. Pengertian Pemalsuan 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 
terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan 
memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu 
pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju 
teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran 
atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. 
Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi 
kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah 
diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup 
bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu 
sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, 
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norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat 
berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan 
pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan 
tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut 
ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.  
Menurut Adami Chazawi (2001 : 3) mengemukakan bahwa :  
Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam 
mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas 
sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah 
benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
sebenarnya.  
 
Menurut Topo Santoso (2001 : 77),mengemukakan bahwa:  
Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa 
terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :  
a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan 
suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan 
keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga 
orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.  
b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari 
berbagai jenis perbuatan penipuan)Tetapi perbuatan tersebut 
harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam 
pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan 
dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan 
dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut. 
 
 
 
4. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat 
a. Pemalsuan surat menurut Pasal 263 
Pasal 263 ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut: 
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, 
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian 
(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh 
dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, 
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dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain 
menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan            
tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat 
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan 
surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” 
 
Jadi, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu 
tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara. Namun, 
untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini 
sebagaimana dijelaskan R. Soesilo (hlm 195), surat yang dipalsu itu 
harus suatu surat yang: 
1. Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, 
surat andil dan lainnya. 
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian 
piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya. 
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi 
atau surat semacam itu; atau 
4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan 
bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda 
kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi. 
 
Jadi, menurut hemat kami, pemalsuan tanda tangan pejabat 
lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) 
KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. 
Pada akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang 
memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang yang 
terbukti memalsu surat. 
Adapun yang termasuk akta otentik yang termasuk sebagai 
suarat yang tidak bias di palsukan dan telah diatur oleh aturan-
aturan yang berlaku yakni: 
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1. Tanda tangan 
Menurut E. Sibarani (2000, 74) tanda tangan adalah: 
suatu tulisan nama atau tanda yang dibubuhkan seseorang pada 
akhir sebuah dokumen sebagai suatu pengesahan dari isinya. 
Keistimewaan dari suatu tanda tangan itu mempunyai kepribadian 
yang khas, artinya hanya penulis saja yang tahu yang lain tidak 
jauh pula diartikan, bahea tanda tangan itu menunjukkan sifat 
pribadi dari penulis. 
 
Tanda tangan mempunyai kepribadian yang khas, maksudnya 
bahwa selain yang mempunyai tanda tangan itu sendiri tidak ada 
orang lain yang dapat meniru tanda tangannya dengan persis dan 
sama. Karena tanda tangan itu berhubungan dengan kepribadian 
atau kejiwaan seseorang maka bentuk tanda tangannya sampai 
sedemikian rupa. Dengan kata lain terbentuknya tanda tangan 
seseorang tidak luput dari pencurahan jiwa seseorang dan 
eksistensinya. Maka ada yang berpendapat bahwa tanda tangan 
seseorang tidak luput dari si penanda tangan. 
Untuk menentukan asli atau palsu suatu tanda tangan maka 
diperlukan suatu pembuktian.Pembuktian inimerupakan titik sentral 
pemeriksaan perkara dalam orens pengadilan. 
Menurut R.Subekti (1995 : 1) membuktikan adalah  
 
“meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang 
dikemukakan dalam suatu persengketaan”. 
 
Sedangkan menurut M.Yahya Harahap (2000 : 252), bahwa 
pembuktian adalah: 
Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman 
tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
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Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat 
bukti yang dibenarakan Undang-Undang yang boleh 
dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. 
 
Kejahatan pemalsuan tanda tangan ini termasuk kejahatan 
pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP menurut KUHP 
kejahatan pemalsuan itu dikelompokkan menjadi 4 golongan (HM. 
Kamaluddin Lubis, 1992 : 4) yakni: 
1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX) 
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X) 
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XII) 
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). 
 
Dalam perkara pidana dikenal adanya beberapa orens 
pembuktian yaitu: 
1. Conviction In time. 
2. Conviction Raisonce 
3. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. 
4. Sistim pembuktian secara orensic. 
Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan 
yang bertentangan dengan kepentingan oren. Sehingga sebab dan 
akibat dari kejahatan tersebut dapat merugikan individu, 
masyarakat, Negara  yang dapat diberi sanksi pidana.  
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Dalam pelaksanaannya kejahatan tersebut sangat sulit untuk 
mengungkapkannya atau membuktikannya karena kejahatan 
pemalsuan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. 
Menurut Van Bemmelen-Van Hatun yang dikutip oleh PAF. 
Lamintang (1997 : 3) merumuskan bahwa : 
“ Pemeriksaan dalam tulisan itu terjadi jika sesuatu yang tidak 
nyata itu dianggap suatu yang nyata, walaupun rumusan tentang 
palsu sebenarnya terlalu luas sehingga dapat dimasukkan juga 
dalam pengertian yakni setiap perbuatan yang sifatnya menipu, 
akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa rumusan 
tentang palsu tersebut telah mempunyai pengaruh yang cukup 
besar pada tulisan-tulisan dari para penulis hingga abad XVIII. 
Dari beberapa kenyataan sejarah tersebut di atas, kiranya dapat 
dimengerti bahwa para pembentuk Wetboek Van Strafrecht            
pun telah mendapatkan kesulitan-kesulitan pada waktu 
membentuk ketentuan-ketentuan pidana yang melarang 
pemeriksaan pemeriksaan tulisan ataupun yang di dalamnya 
Wetboek Van Strafrecht juga disebut sebagai Valshied in 
Geschriften atau pemalsuan tulisan.” 
 
Dalam mengungkapkan kasus pidana pemalsuan tanda tangan 
tidak terlepas dari peranan laboratorium orensic, karena jika dilihat 
sepintas tanda tangan itu sangat identik dengan yang asli. Untuk itu 
bagi aparat penegak oren juga harus tahu dan mengerti apa 
peranan Laboratorium orensic dalam pengungkapan kasus 
pemalsuan. 
     Menurut Adami Chazawi (2001 : 100), bahwa membuat surat 
palsu ini dapat berupa : 
1. Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak 
sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat 
palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. 
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari 
orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang 
demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya 
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surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si 
pembuat surat. 
Di samping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari 
membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak 
benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya : 
a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak 
ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau 
secara fiktif (dikarang-karang). 
b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan 
persetujuannya atau tidak. 
2. Ijazah  
Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia artinya surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari 
jenjang pendidikan formal.57 Pengertian lain ijazah yaitu hasil dari 
proses sertifikasi seorang siswa atau mahasiswa yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan "Lulus" 
dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik 
dari suatu sekolah maupun program studi tertentu pada sebuah 
universitas. Khusus mahasiswa, yang bersangkutan berhak 
menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. 
Dengan kata lain seorang mahasiswa akan menerima ijazah 
setelah ada Penetapan Kelulusan oleh Dekan dan Pengukuhan 
Kelulusan oleh Rektor, mahasiswa berhak menerima transkrip dan 
ijazah atau sertifikat. 
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Syarat mutlak kepemilikan ijazah tersebut adalah satu-satunya 
ukuran legal yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan 
menamatkan pendidikan, kemudian ijazah akan menjadi salah 
satu syarat yang ditetapkan oleh dunia kerja, instansi pemerintah 
maupun swasta untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan.  
Beberapa kasus yang muncul belakangan dan dimuat media 
adalah adanya sindikat pemalsuan ijazah yang dilakukan secara 
sistematik. Sama halnya dengan pemalsuan uang, sertifikat atau 
akta otentik lainnya, pemalsuan ijazah dilakukan dengan mencetak 
lembar ijazah tiruan sesuai dengan desain tahun keluar ijazah, 
kemudian mencatut nama sekolah dan pejabat penandatangan 
pada ijazah tersebut.59 Hal ini mudah dilakukan mengingat 
penggunaan ijazah bersifat personal, tidak diperjualbelikan dan 
bukan Acta Public, sehingga tingkat keamanan pembuat dan 
pengguna menjadi begitu kuat, khususnya dalam melamar 
pekerjaan karena yang diisyaratkan adalah foto copy yang telah 
dilegalisir yang juga turut dipalsukan. 
3. Paspor  
Paspor adalah suatu dokumen perjalanan yang resmi 
dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang 
berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang 
tidak mempunyai kewarganegaraan dan  berdomisili di dalam 
wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut. Di dalam 
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suatu paspor biasanya memuat tentang pemegang paspor, antara 
lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, 
tanda-tanda badan, tanda tangan serta foto yang bersangkutan.  
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi paspor 
adalah sama dengan kartu penduduk, hanya bedanya kalau kartu 
penduduk berlaku untuk a. Mempunyai kartu penduduk yang 
masih berlaku dari instansi yang berwenang mengeluarkannya, 
dan berdomisili di daerah, kantor imigrasi daerah tempat paspor 
akan dikeluarkan. b. Mempunyai surat keterangan kelakuan baik 
atau keteranggan tidak terlibat G. 30 S/PKI jika di perlukan. c. 
Surat bukti telah lunas membayar pajak keberangkatan ke luar 
negeri (fiscal sertificate) yang di keluarkan oleh Kantor Pajak 
setempat, tempat ia berdomisili. d. Mengisi dan menandatangani 
formulir yang disediakan oleh kantor imigrasi, besedia datang ke 
kantor imigrasi untuk menjawab pertanyaan dan diambil sidik 
jarinya serta membubuhi tanda tangan waktu mengambil paspor. 
1) Surat Keteragan kewarganegaraan 
2) Akta Kelahiran  
3) Surat keterangan ganti nama.   
Daerah yang terbatas, secara lokal atau nasional saja, maka 
paspornya dapat secara internasional. Dengan kata lain paspor 
seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara 
internasional. Dengan paspor dapat diketahui indentitas 
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seseorang, seperti nama, jabatan, kebangsaan atau 
kewarganegaraan seseorang.  
 
4. Kartu Keluarga 
Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat 
data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, 
Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi 
data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota 
keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-
masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor 
Kelurahan 
Kartu Keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubah, digganti, 
maupun ditambah isi data yang tercantum dalamnya. Setiap terjadi 
perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib 
dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) 
yang baru. 
5. Akta Kelahiran 
Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu 
Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai 
dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai 
hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta 
Kelahiran. 
32 
Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan 
dengan kelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu :  
1) Akta Kelahiran Umum Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan 
laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu 
selambat-lambatnya 60. (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 
10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.  
2) Akta Kelahiran Istimewa Akta Kelahiran yang dibuat 
berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas 
waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) 
hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. 
3) Akta Kelahiran Dispensasi Akta Kelahiran yang dibuat 
berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan 
kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 
Desember 1985 dan terlambat pendaftaran / pencatatan 
kelahirannya. 
b. Pemalsuan surat menurut Pasal 264: 
Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 
tahun, jika dilakukan terhadap: 
1. Akta-akta otentik 
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau 
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya 
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari 
suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai; 
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang 
diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan 
sebagai pengganti surat-surat itu; 
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5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk 
diedarkan. 
Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan 
sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang 
isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan 
tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan 
kerugian. Hal yang menyebabkan diperberat pemalsuan surat 
Pasal 264 diatas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-
surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat 
yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan 
kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran 
yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. 
Kepercayaan yang lkebih besar terhadap kebenaran akan isi 
dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat 
ancaman pidananya. 
Pembagian macam-macam surat/tulisan terdiri atas surat 
biasa dan surat atau akta otentik. Surat Biasa atau biasa juga 
disebut „surat “ adalah segala sesuatu yang memuat tanda-
tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati 
atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan 
digunakan sebagai pembuktian. Tulisan-tulisan yang tidak 
merupakan akta, adalah surat-surat koresponden, register-
register (daftar-daftar), dan surat-surat urusan rumah tangga, 
34 
baik RBg, HIR, maupun KUH Perdata tidak mengatur tentang 
kekuatan pembuktian surat yang bukan akta. 
Pada asasnya tulisan-tulisan yang di tandatangani itu, 
merupakan bukti yang memberatkan atau merugikan pihak 
pembuatnya (orang yang menandatanganinya) hanya 
merupakan bukti permulaan, artinya harus ditambah bukti lain, 
kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, seperti Pasal 
7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; surat-surat dari 
pembukuan suatu perusahaan, dapat diberi kekuatan 
pembuktian yang menguntungkan pihak yang 
menandatanganinya. 
Surat-Surat Akta atau sering ditulis “Akta” merupakan 
tulisan atau surat akta, yang semata-mata dibuat untuk 
membuktikan adanya peristiwa atau suatu hal, dan oleh karena 
itu suatu akta harus selalu ditandatangani. Surat-surat akta 
dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu :  Akta Otentik (AO) dan 
Akta Bawah Tangan (ABT) 
Menurut Yahya Harahap (2005: 566)  kekuatan pembuktian 
yang melekat dalam akta otentik (AO) terdiri atas tiga kekuatan 
yang melekat yaitu: 
1. Kekuatan pembuktian luar: suatu AO yang diperlihatkan 
harus dianggap dan diperlakukan sebagai AO, kecuali dapat 
dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan AO. Selama 
tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat 
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kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya 
pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum 
bahwa setiap AO harus dianggap benar sebagai AO sampai 
pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya. 
2. Kekuatan pembuktian formil. Berdasarkan Pasal 1871 KUH 
Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di 
dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada 
pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala 
keterangan yang diberikan penanda tangan dalam AO 
dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan 
dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran 
yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada 
keterangan atau pernyataan  di dalamnya benar dari orang 
yang menandatanganinya tetapi meliputi pula kebenaran 
formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai 
tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut 
harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak 
dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim. 
3. Kekuatan pembuktian materil. Dalam kekuatan AO yang 
ketiga ini termaktub tiga prinsip yang terkandung dalam AO 
yaitu: (a) Penanda tangan AO oleh seorang untuk 
keuntungan pihak lain, ini merupakan prinsip pokok kekuatan 
materil suatu AO yang mana setiap penanda tangan AO oleh 
seorang  selamanya harus dianggap untuk keuntungan 
pihak lain, bukan untuk keuntungan pihak penandatangan; 
(b) Seorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri 
sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip pertama. 
Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penanda 
tangan AO untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan 
kekuatan materil pembuktian AO meliputi: siapa yang 
menandatangani AO berarti dengan sukarela telah 
menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum 
di dalam akta, tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan 
dalam bentuk akta untuk menjamin kebenaran akta tersebut, 
oleh karena itu dibelakang hari penanda tangan tidak boleh 
mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau 
memberi keterangan seperti yang tercantum dalam akta, 
namun demikian perlu diingat bukan berarti kebenaran itu 
bersifat mutlak sesuai keadaan yang sebenarnya. (c) Akibat 
hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil AO. 
Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara satu 
dengan yang lain saling memberi keterangan untuk 
dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari  
kekuatan pembuktian materil AO menimbulkan akibat hukum 
meliputi: keterangan  atau pernyataan itu sepanjang saling 
bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada 
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mereka. Dengan demikian akta tersebut menjadi bukti 
tentang adanya persetujuan  sebagaimana yang diterangkan 
dalam akta tersebut. 
Masih menurut Yahya Harahap (2005:  590) daya kekuatan 
pembuktian Akta Bawah Tagan (ABT) hanya memilik dua daya 
kekuatan pembuktian. Tidak memiliki kekuatan pembuktian luar 
sebagaiman AO yang  tidak bisa dibantah kebenarannya oleh hakim, 
sehingga harus pihak lawan yang mengajukan pembuktian “kepalsuan” 
atas akta itu. Tegasnya kekuatan pembuktian ABT diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Daya kekuatan pembuktian formil.  Sejauh mana daya kekuatan 
pembuktian formil ABT dapat dijelaskan dalam dua item: (a) Orang 
yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang 
tercantum di dalam akta. Bedasarkan kekuatan formil ini, hukum 
mengakui siapa saja atau orang yang menanda tangani ABT: (1) 
dianggap benar  menerangkan  seperti apa yang dijelaskan dalam 
akta, (2) berdasarkan kekuatan formil yang demikian, mesti 
dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penanda tangan, 
(2) dengan demikian daya kekuatan pembuktia ABT meliputi 
kebenaran identitas penanda tangan serta menyangkut kebenaran 
idenitas orang yang memberi keterangan; (b)Tidak mutak untuk 
keuntungan pihak lain. Daya pembuktian formalnya tidak bersifat 
mutlak untuk keuntungan pihak lain. Karena daya formilnya itu 
sendiri tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan demikian 
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keterangan yang tercantum  di dalamnya tidak mutlak untuk 
keuntungan pihak lain. Kemungkinan dapat menguntungkan dan 
merugikan pihak lain karena isi keterangan yang tercantum di 
dalam ABT belum pasti merupakan persesuaian  keterangan para 
pihak. Dalam ABT masing-masing para pihak dibenarkan oleh 
hukum untuk mengingkari isi dan tanda tangan. 
2. Daya pembuktian materil. Jika pada daya kekuatan pembuktian 
formil titik permasalahan menyangkut kebenaran isi tanda tangan 
dan penanda tangan, maka pada daya pembuktian materil, fokus 
permasalahannya berkenaan dengan kebenaran isi keterangan 
yang tercantum di dalam ABT. Benarkah atau tidak isinya ? dan 
sejauh mana kebenaran isi yang tercantum di dalamnya? prinsip 
yang harus ditegakkan daya pembuktian materil adalah (a) secara 
materil isi keterangan yang tercantum di dalam ABT, harus 
dianggap benar (b) dalam arti apa yang diterangkan dalam akta 
oleh penanda tangan, dianggap sebagai keterangan yang 
dikehendakinya, (c) dengan demikian secara materil, isi yang 
tercantum dalam ABT mengikat kepada diri penanda tangan. 
Dari dua bentuk akta yang dikutip berdasarkan ulasan Yahya 
Harahap sifat yang melekat dalam akta otentik jika hendak dibantah 
terletak pada tindakan “pembuktian atas kepalsauan akta tersebut”. 
Sedangkan pada akta bawah tangan (ABT) daya kekuatan 
mengikatnya yang tidak memiliki pembutian keluar (harus dianggap 
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benar, sepanjang tidak ada alat bukti yang sah dapat 
menggugurkannya), terletak pada tindakan untuk mendapat 
kekuatan sebagai alat bukti ABT adalah pembuktian keaslian. 
Hal ini juga dapat diamati secara singkat dengan 
memperhatikan pengertian AO dan pengertian ABT.  Berdasarkan 
Pasal 1868 KUHPdt menegaskan abhwa akta otentik adalah akta 
yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh 
atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat 
akta dibuat. Sedangkan Akta Bawah Tangan (ABT)  ditegaskan 
dalam Pasal 1874 KUH Perdata “sebagai tulisan-tulisan  di bawah 
tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, 
surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan 
lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai 
umum. 
Akan tetapi menurut Soepomo sebagaimana dikemukan oleh 
Yahya Harahap (2005:  590) ditinjau dari segi hukum pembuktian  
agar suatu tulisan bernilai sebagai ABT, diperlukan beberapa 
persyaratan pokok diantaranya: (a)  surat atau tulisan itu ditanda 
tangani; (b) isi yang diterangkan  di dalamnya menyangkut 
perbuatan hukum (rechtshandeling) atau hubungan hukum (rechts 
betrekking); (c) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan 
hukum yang disebut di dalamnya 
c. Pemalsuan surat menurut Pasal 266 
Merumuskan: 
 
(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya 
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sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun; 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
 
 
 
D.  Akta Otentik  
Pengertian Akta Otentik 
Akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap 
benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. 
Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata,yang mengtakan bahwa: “akta 
otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan 
oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta 
otentik dibuatnya.” Jadi, apabila di ambil point2nya, maka yang 
dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi criteria sebagai 
berikut: 
1. Bentuknya sesuai UU Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, 
akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh 
Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat 
perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan 
kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas 
kebebasan berkontrak.  
2. Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang. 
3. Kekuatan pembuktian yang sempurna. 
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4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal 
harus membuktikan mengenai ketidak benaraannya. Apakah 
yang berhak untuk membuat akta otentik hanyalah Notaris? Tentu 
saja tidak, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang 
berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan 
wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, 
misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas 
untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT 
(Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain. 
 
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan 
Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana 
kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di 
bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, 
dan peradilan tata usaha negara telah menentukan bahwa putusan 
hakim harus memperimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, 
filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, 
diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah 
keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), 
keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social 
justice). 
Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan 
berpatokan kepada Undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai 
aplikator Undang-undang, harus memahami UU dengan mencari UU 
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yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus 
menilai apakah Undang-undang tersebut adil, ada kemanfataanny, 
atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu 
tujuan itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. 
Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada 
kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, 
mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. 
Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan 
pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang 
mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. 
Penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asa legalitas dan 
tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak 
lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat. 
Keadilan hukum (legal justice), adalah keadilan berdasarkan 
hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya 
memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan 
perundang-undangan. Keadilan seperti ini hakim atau pengadilan 
hanya sebagai pelaksana Undang-undang belaka, hakim tidak perlu 
mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim 
hanya dipandang menerapkan UU pada perkara-perkara konkret 
rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut 
Undang-undang. 
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Keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice) 
diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: ”hakim harus menggali 
niali-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tanhun 2009), yang jika dimaknai secara 
mendalam hal ini sudah masuk ke dalam perbincangan tentang moral 
justice dan social justice. 
Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim 
dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, 
dengan berpegangan pada hukum, Undang-undang, dan nilai-nilai 
keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar 
peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan 
apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan 
menimbulkan ketidakadilan maka hakim wajib berpihak pada keadilan 
moral (moral justice) dan menyampingkan hukum atau peraturan 
perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tentunya sesuai 
pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat. Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan proseduril 
(formil), akan tetapi keadilan subtantif (meteriil), yang sesuai dengan 
hati nurani hakim. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi 
Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/PN.Pkj)”, maka Penulis memilih 
lokasi penelitian di Kabupaten Pangkep, tepatnya di Pengadilan Negeri 
Pangkep sebagai instansi relevan untuk memperoleh data dan melakukan 
penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
 
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang Penulis 
gunakan di dalam penulisan ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
dan Delik Pemalsuan Jati Diri (Identitas) 
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b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang 
tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang 
mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan 
petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan 
sekunder di sini oleh Penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam 
buku dan jurnal hukum. 
c. Bahan Hukum Tersier  
   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 
yang dipergunakan adalah Kamus Hukum.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder maupun bahan hukum tersier, maka Penulis menggunakan 
cara-cara pengumpulan data sebagai berikut:  
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu juga data yang 
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diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun 
dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Penelitian lapangan (field research)  
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan Penulis 
menggunakan dua cara yaitu:  
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang di butuhkan 
baik data primer maupun sekunder.  
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini 
adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus 
tersebut.  
 
D. Analisis Data  
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier maka data 
tersebut diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya 
disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan 
dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang 
berkaitan erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Dalam Putusan Perkara Nomor: 
99/Pid.B/2013/PN.Pkj 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu 
penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi                     
kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkep Nomor: 
99/Pid.B/2013/PN.Pkj  adalah sebagai berikut; 
 
a. Identitas Terdakwa 
 
     Terdakwa I DARMAWATI.Z, S.H. binti H.ZAINUDDIN KULLE, 
Umur: 31 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl.Keadilan. 
Terdakwa II SYARIFAH NURHIDAYAH, S.H. binti H.SAENAL ABIDIN, 
Umur: 27 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl.Ketimun. 
Terdakwa III Hj. MANTASIA binti H.MATANRE, Umur: 38 Tahun, Jenis 
Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl.Ketimun. Terdakwa IV NUR ISMI binti 
Hj.RAHMAN KULLE, Umur: 27 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, 
Alamat: Jl.Matahari. 
   
b. Posisi Kasus 
     Kasus ini bermula kepada empat pegawai negeri di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Pangkep yakni DARMAWATI.Z,S.H 
BINTI H ZAINUDDIN KULLE, SYARIFAH NURHIDAYAH,SH BINTI H. 
SAENAL ABIDIN, HJ.MANTASIAH BINTI H.MATARE, dan NUR ISMI 
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BINTI HAJI RAHMAN KULLE. pada waktu yang sudah tidak dapat 
dipastikan namun dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Kementrian 
Agama Kabupaten Pangkep yang terletak di Jalan H.M. Arsyad, B No. 
9, Kelurahan Pa‟doang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten 
Pangkep.  
      Ketika  Drs. Haji Anwar Kasim M.Ag dan  Muhammad Imran 
menerima Surat Edaran dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur 
Negara  Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2010 untuk mendata tenaga honorer dan salah satunya untuk Kategori 
I yang persyaratannya sebagai berikut :  
1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang; 
2. Bekerja di Instansi pemerintah; 
3. Masa kerja minimal 1(satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan 
sampai saat ini masih  bekerja secara terus menerus. 
4. Berusia sekurang-kurang 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 
tahun per  1 Januari 2006. 
Di instansi pemerintah termasuk tenaga honerer yang berada 
dilingkup Kementrian Agama Kabupaten Pangkep, selanjutnya  Drs. H. 
Anwar Kasim dan Muhammad Imran yang saat itu sebagai Ketua Tim 
penyusunan data base tahun 2010 mendapat perintah dari Kepala 
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pangkep atas nama Drs.H.Andi 
Mangenre, M.Ag untuk segera mendata tenaga honorer di lingkup 
Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yang memenuhi syarat masuk 
Kategori I, sehingga kemudian Drs. H. Anwar Kasim dan Muhammad 
Imran lalu mensosialisasikan Surat Edaran tersebut dengan 
menetapkan persyataran dokumen yang harus dipenuhi bagi tenaga 
honorer untuk kategori I yaitu : 
1. Biodata sesuai dengan format yang diberikan BKN  
2. Copy Ijazah SD sampai Ijazah terakhir 
3. Copy SK Honorer mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 
yang aktif secara terus menerus.  
4. Daftar penggajian honerer melalui DIPA mulai tahaun 2005  sampai 
dengan tahun 2010 
5. Daftar absent atau daftar hadir dari tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2010 
     Para terdakwa yang saat itu  mengetahui bahwa ada 
pendataan/penerimaan tenaga honorer di  Kantor Kemenag 
Kabupaten pangkep sehingga  terdakwa I,II,III dan IV  sepakat 
mendatangi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pangkep dengan 
membawa Ijazahnya masing-masing guna untuk didata sebagai 
tenaga honorer, padahal kenyataannya terdakwa I,II,III dan IV tidak 
pernah mengabdi sebagai tenaga honorer DI KUA  dan mereka 
mengetahui kalau dirinya masing-masing tidak memenuhi persyaratan 
untuk ikut dalam pendataan data base namun mereka tetap sepakat 
untuk  melakukannya. 
48 
     selanjutnya atas perintah Drs. H.Anwar Kasim  dan Muhammad 
Imran dibuatkan SK tenaga honorer dilingkup Kementrian Agama 
Kabupaten pangkep oleh MUHAMMAD YUNUS, SE BIN HADRAWI 
MAPPIASSE, ST. RAHMAWATI BINTI TAJUDDIN LIRA dan MUHLIS 
BIN LASSA sebagai tenaga honorer dilingkup Kementrian Agama 
Kabupaten Pangkep. 
 
c. Dakwaan Penuntut Umum 
Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 April 2013, No.Reg.Perk: 
PDM- 65 /0.3.42/Epp-2/05/2013, atas nama Terdakwa I DARMAWATI.Z,S.H 
BINTI H ZAINUDDIN KULLE, bersama dengan terdakwa II SYARIFAH 
NURHIDAYAH,S.H BINTI H.SAENAL ABIDIN, terdakwa III. HJ.MANTASIAH 
BINTI H. MATARE, terdakwa IV NUR ISMI BINTI HAJI RAHMAN KULLE 
yang isinya sebagai berikut:  
1. Primair  
Bahwa  terdakwa I DARMAWATI.Z,S.H BINTI H ZAINUDDIN KULLE, 
bersama  dengan  terdakwa II SYARIFAH NURHIDAYAH, SH BINTI H. 
SAENAL ABIDIN, terdakwa III. HJ. MANTASIAH BINTI H. MATARE, 
terdakwa IV NUR ISMI BINTI HAJI RAHMAN KULLE. pada waktu yang 
sudah tidak dapat dipastikan namun dalam  tahun 2010 bertempat di 
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yang terletak di Jalan 
H.M. Arsyad, B No. 9, Kelurahan Pa‟doang-doangan, Kecamatan 
Pangkajene, Kabupaten Pangkep, atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Pangkep, yang melakukan,atau turut serta melakukan memakai surat  
berupa akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-
olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat 
menimbulakan kerugian dengan cara sebagai berikut : 
 Ketika  Drs. Haji Anwar Kasim M.Ag dan  Muhammad Imrn (terdakwa 
dalam berkas perkara lain ) menerima Surat Edaran dari Kementrian 
Pendayagunaan Aparatur Negara  Reformasi dan Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 untuk mendata tenaga honorer dan salah 
satunya untuk Kategori I yang persyaratannya sebagai berikut :          
1. Diangkat oleh pejabat yang berwenag; 
2. Bekerja di Instansi pemerintah; 
3. Masa kerja minimal 1(satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan 
sampai saat ini masih  bekerja secara terus menerus.  
4. Berusia sekurang-kurang 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun 
per  1 Januari 2006. 
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Di instansi pemerintah termasuk tenaga honerer yang berada 
dilingkup Kementrian Agama Kabupaten Pangkep, selanjutnya  Drs. 
H.Anwar Kasim  dan Muhammad Imran yang saat itu sebagai Ketua  Tim 
penyusunan  data base   tahun 2010 mendapat perintah dari Kepala 
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pangkep atas nama Drs.H.Andi 
Mangenre, M.Ag (berkas perkara terpisah) untuk segera mendata tenaga 
honorer di lingkup Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yang 
memenuhi syarat masuk Kategori I, sehingga kemudian Drs. H.Anwar 
Kasim  dan Muhammad Imran lalu mensosialisasikan Surat Edaran 
tersebut dengan menetapkan persyataran dokumen yang harus dipenuhi 
bagi tenaga honorer untuk kategori I yaitu : 
1. Biodata sesuai dengan format yang diberikan BKN  
2. Copy Ijazah SD sampai Ijazah terakhir 
3. Copy SK Honorer mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 
yang aktif secara terus menerus.  
4. Daftar penggajian honerer melalui DIPA mulai tahaun 2005  
sampai dengan tahun 2010 
5. Daftar absent atau daftar hadir  dari tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2010 
Terdakwa I,II,III dan IV  yang saat itu  mengetahui  bahwa ada 
pendataan/penerimaan  tenaga honorer di  Kantor Kemenag Kabupaten 
pangkep sehingga  terdakwa I,II,III dan IV  sepakat mendatangi Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten Pangkep dengan membawa Ijazahnya  
masing-masing guna untuk didata sebagai tenaga honorer, padahal 
kenyataannya terdakwa I,II,III dan IV tidak pernah mengabdi sebagai 
tenaga honorer DI KUA  dan mereka mengetahui kalau dirinya masing-
masing tidak memenuhi persyaratan untuk ikut dalam pendataan data 
base namun   mereka  tetap sepakat untuk  melakukannya  selanjutnya 
atas perintah Drs. H.Anwar Kasim  dan Muhammad Imran dibuatkan SK 
tenaga honorer dilingkup Kementrian Agama Kabupaten pangkep oleh 
MUHAMMAD YUNUS, SE BIN HADRAWI MAPPIASSE, ST. 
RAHMAWATI BINTI TAJUDDIN LIRA dan MUHLIS BIN LASSA  sebagai 
tenaga honorer dilingkup Kementrian Agama Kabupaten pangkep. 
Setelah  SK  terdakwa I,II,III,IV selesai dibuat, selanjutnya SK  
tersebut bersama SK tenaga honorer lainnya  dikumpulkan dan di paraf  
oleh Drs.Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran  selanjutnya  Drs. 
Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran membawa SK tersebut diatas 
bersama dengan SK tenaga honorer yang lainnya yang priode berlakunya 
mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 ke 
Drs.MUDASSIR,S.M.Ag untuk ditandatangani, padahal waktu itu 
diketahui oleh  Drs.Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran bahwa 
Drs.MUDASSIR,S.M.Ag sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Kantor 
Depertemen Agama Kabupaten Pangkep yang berarti sudah tidak 
berwenang lagi untuk menandatangai SK tenaga honorer yang 
disodorkan kepadanya saat itu dan tanggal dalam SK tersebut dibuat 
berlaku surut, sementara untuk SK tenaga honorer yang berlakunya mulai 
tahun 2009 dan tahun 2010 diserahkan oleh Drs. H.Anwar Kasim S.Ag  
dan Muhammad Imran  kepada Drs.MANGENRE,M.Ag yang waktu itu 
menjabat sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pangkep 
untuk ditandatanagani, hal tersebut dilakukan Drs.Anwar Kasim S.ag dan 
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Muhammad Imran agar tenaga Honorer terdakwa I DHARMAWATI 
tenaga honorer di KUA Segeri  terdakwa II  SYARIFAH NUR HIDAYAH 
tenaga honorer di KUA Bungoro Hj.MANTASIA,S.Ag tenaga Honorer 
KUA Balocci dan terdakwa IV NUR ISMI tenaga honorer di KUA Segeri,  
bisa memenuhi persyaratan ikut dalam kategori I, padahal diketahui oleh 
Drs.Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran bahwa terdakwa I 
DHARMAWATI, tenaga honorer di KUA Segeri, Terdakwa II SYARIFA 
NUR HIDAYAH tenaga honorer di KUA Bungoro, terdakwa III 
HJ.MANTASIA,S.Ag tenaga honorer di KUA Balocci,  NUR ISMI tenaga 
honorer di KUA Segeri, yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan 
untuk Kategori I karena tenaga honorer tersebut tidak pernah mengabdi 
atau bertugas sebagai tenaga honorer /administrasi selama 5 (lima) tahun 
dengan tidak terputus mulai sejak tahun 2005. 
 
Setelah terdakwa I,II,III dan IV menerima SK pengangkatannya 
masing-masing maka mereka  sepakat  memasukkan berkasnya  secara 
bersama-sama dengan menggunakan SK /foto copy SK yang dilegalisir 
oleh Drs.Haji Anwar Kasim selaku Kasubag Ke pegawaian, bersama 
dengan  kelengkapan lainnya yang sesuai  dengan persyaratan yang 
senyatanya terdakwa I,II,III dan IV mengetahui bahwa SK yang 
digunakan tersebut  adalah palsu atau  tidak benar  namun I,II,III dan IV   
tetap sepakat untuk  memakainya  dan  berhak untuk ikut  pendataaan 
pada kategori I, selanjutnya  berkas terdakwa I,II,III,IV bersama dengan 
berkas  tenaga honorer lainnya yang Jumlah kurang  lebih 300  oleh Drs. 
Anwar Kasim dan Muhammad Imran membawa berkas tersebut  ke  
Kantor Wilayah Kementrian Agama Propensi Sulewesi selatan untuk 
didata dan diinput  namun hanya 72 (tujuh puluh dua) orang tenaga 
honorer yang memenuhi persyaratannya untuk Kategori I termasuk 
diantaranya tenaga honorer terdakwa I  DHARMAWATI tenaga honorer 
di KUA Segeri  terdakwa II SYARIFAH NUR HIDAYAH tenaga honorer di 
KUA Bungoro terdakwa III tenaga honorer di KUA Balocci, terdakwa III 
NUR ISMI tenaga honorer di KUA Segeri, setelah data selesai di input  
maka selanjutnya  Drs. Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran 
mengambil  dan membawa kembali berkas  tenaga honorer tersebut  
dari kantor Wilayah Kementrian Agama Propensi Sulewesi selatan untuk 
selanjutnya  diverifikasi oleh Team  dari BKN pusat dikota Pare-pare.  
Beberapa bulan kemudian dalam tahun 2010 diumumkanlah melalui 
jaringan internet tenaga honorer yang lolos verifikasi dilingkup Kantor 
Kementrian Agama Kabupeten Pangkep sebanyak 58  (lima delapan ) 
orang termasuk diantaranya dinyatakan lolos adalah tenaga honorer  
terdakwa I  DHARMAWATI tenaga honorer di KUA Segeri  terdakwa II 
SYARIFAH NUR HIDAYAH tenaga honorer di KUA Bungoro  terdakwa 
III Hj. MANTASIA tenaga honorer di KUA Balocci,  terdakwa IV NUR 
ISMI tenaga honorer di KUA Segeri, sementara sebanyak 14 (empat 
belas) orang dinyatatakan tidak lolos termasuk diantaranya adalah saksi 
pelapor atas nama RUSLAN, karena telah dirugikan dengan hasil 
pengumuman tersebut mengingat RUSLAN merasa keberatan dengan 
adanya tenaga honorer sebagaimana tersebut diatas yang sama sekali 
tidak pernah mengabdi atau bertugas sejak tahun 2005 dan nanti ketika 
ada pendataan data base tenaga honorer pada tahun 2010 baru muncul 
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nama-nama tenaga honorer tersebut dan diikutkan serta dinyatakan 
lolos untuk kategori I, dan mendapatkan gaji dari DIPA, sementara 
RUSLAN yang senyatanya sudah lama mengabdi dan bertugas sebagai 
tenaga honorer dilingkup Kementrian Agama Kabupaten Pangkep Justru 
dinyatakan tidak lolos untuk kategori I. 
-------- perbuatan para terdakwa I,II,III,IV  sebagaimana diatur dan 
diancam pidana  Pasal 264 ayat (1) ke-2  KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP. 
 
2. Subsidair : 
Bahwa  terdakwa I DARMAWATI.Z,S.H BINTI H ZAINUDDIN KULLE, 
bersama dengan  terdakwa II SYARIFAH NURHIDAYAH, SH BINTI H. 
SAENAL ABIDIN, terdakwa III HJ. MANTASIAH BINTI H. MATARE, 
terdakwa IV NUR ISMI BINTI HAJI RAHMAN KULLE., pada  waktu dan 
tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, baik 
sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan memakai  akta 
otentik tersebut (akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat 
(2))KUHP,  seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian 
tersebut dapat menimbulkan kerugian , yang dilakukan  dengan cara 
sebagai berikut: 
 Ketika  Drs. Haji Anwar Kasim M.Ag dan  Muhammad Imran (Terdakwa 
dalam berkas perkara lain ) menerima Surat Edaran dari Kementrian 
Pendayagunaan Aparatur Negara  Reformasi dan Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahaun 2010 untuk mendata tenaga honorer dan 
salah satunya untuk Kategori I yang persyaratannya sebagai berikut :          
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang; 
3. Bekerja di Instansi pemerintah; 
4. Masa kerja minimal 1(satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan 
sampai saat  ini masih  bekerja secara terus menerus.  
5. Berusia sekurang-kurang 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun 
per 1 Januari 2006. 
Di instansi pemerintah termasuk tenaga honerer yang berada 
dilingkup Kementrian Agama Kabupaten Pangkep, selanjutnya  Drs. 
H.Anwar Kasim  dan Muhammad Imran yang saat itu sebagai Ketua  Tim 
penyusunan data base tahun 2010 mendapat perintah dari Kepala Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten Pangkep atas nama Drs.H.Andi 
Mangenre, M.Ag (berkas perkara terpisah) untuk segera mendata tenaga 
honorer di lingkup Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yang 
memenuhi syarat masuk Kategori I, sehingga kemudian Drs. H.Anwar 
Kasim dan Muhammad Imran lalu mensosialisasikan Surat Edaran 
tersebut dengan menetapkan persyataran dokumen yang harus dipenuhi 
bagi tenaga honorer untuk kategori I yaitu : 
1. Biodata sesuai dengan format yang diberikan BKN  
2. Copy Ijazah SD sampai Ijazah terakhir 
3. Copy SK Honorer mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang 
aktifsecaraterus      menerus.  
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4. Daftar  penggajian honerer  melalui DIPA mulai tahaun 2005  sampai 
dengan    tahun 2010            
5. Daftar absen atau daftar hadir  dari tahun 2005 sampai dengan tahun 
2010; 
Terdakwa I,II,III dan IV  yang saat itu  mengetahui  bahwa ada 
pendataan/penerimaan  tenaga honorer di  Kantor Kemenag Kabupaten 
pangkep sehingga  terdakwa I,II,III dan IV  sepakat mendatangi Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten Pangkep dengan membawa Ijazahnya  
masing-masing guna untuk didata sebagai tenaga honorer, padahal 
kenyataannya terdakwa I,II,III dan IV tidak pernah mengabdi sebagai 
tenaga honorer DI KUA  dan mereka mengetahui kalau dirinya masing-
masing tidak memenuhi persyaratan untuk ikut dalam pendataan data 
base namun   mereka  tetap sepakat untuk  melakukannya  selanjutnya 
atas perintah Drs. H.Anwar Kasim  dan Muhammad Imran dibuatkan SK 
tenaga honorer dilingkup Kementrian Agama Kabupaten pangkep oleh 
MUHAMMAD YUNUS, SE BIN HADRAWI MAPPIASSE, ST. 
RAHMAWATI BINTI TAJUDDIN LIRA dan MUHLIS BIN LASSA  sebagai 
tenaga honorer dilingkup Kementrian Agama Kabupaten pangkep. 
Setelah terdakwa I, II, III, IV  menerima SK pengangkatannya 
selanjutnya SK honorer tersebut dikumpulkan dan di paraf  oleh 
Drs.Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran  selanjutnya  Drs. Anwar 
Kasim S.ag dan Muhammad Imran membawa SK tersebut diatas 
bersama dengan SK tenaga honorer yang lainnya yang priode berlakunya 
mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 ke 
Drs.MUDASSIR,S.M.Ag untuk ditandatangani, padahal waktu itu 
diketahui oleh Drs.Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran bahwa 
Drs.MUDASSIR,S.M.Ag sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Kantor 
Depertemen Agama Kabupaten Pangkep yang berarti sudah tidak 
berwenang lagi untuk menandatangai SK tenaga honorer yang 
disodorkan kepadanya saat itu dan tanggal dalam SK tersebut dibuat 
berlaku surut, sementara untuk SK tenaga honorer yang berlakunya mulai 
tahun 2009 dan tahun 2010 diserahkan oleh Drs. H.Anwar Kasim S.Ag  
dan Muhammad Imran  kepada Drs.MANGENRE,M.Ag yang waktu itu 
menjabat sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pangkep 
untuk ditandatangani, hal tersebut dilakukan Drs.Anwar Kasim S.ag dan 
Muhammad Imran agar tenaga Honorer terdakwa I DHARMAWATI 
tenaga honorer di KUA Segeri  terdakwa II  SYARIFAH NUR HIDAYAH 
tenaga honorer di KUA Bungoro Hj.MANTASIA,S.Ag tenaga Honorer 
KUA Balocci dan terdakwa IV NUR ISMI tenaga honorer di KUA Segeri,  
bisa memenuhi persyaratan ikut dalam kategori I, padahal diketahui oleh 
Drs.Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran bahwa terdakwa I 
DHARMAWATI, tenaga honorer di KUA Segeri, Terdakwa II SYARIFA 
NUR HIDAYAH tenaga honorer di KUA Bungoro, terdakwa  III 
HJ.MANTASIA,S.Ag tenaga honorer di KUA Balocci,  NUR ISMI tenaga 
honorer di KUA Segeri, yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan 
untuk Kategori I karena tidak pernah mengabdi atau bertugas sebagai 
tenaga honorer /administrasi selama 5 (lima) tahun dengan tidak terputus 
mulai sejak tahun 2005.  
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Setelah terdakwa I,II,III dan IV  menerima SK pengangkatannya 
masing-masing maka mereka  sepakat  memasukkan berkasnya  secara 
bersama-sama dengan menggunakan SK /foto copy SK yang dilegalisir 
oleh Drs.Haji Anwar Kasim selaku Kasubag Ke pegawaian, bersama 
dengan  kelengkapan lainnya yang sesuai  dengan persyaratan yang 
senyatanya terdakwa I,II,III dan IV mengetahui bahwa SK yang 
digunakan tersebut  adalah palsu atau  tidak benar  namun I,II,III dan IV   
tetap sepakat untuk  memakainya  dan  berhak untuk ikut  pendataaan 
pada kategori I, selanjutnya  berkas terdakwa I,II,III,IV bersama dengan 
berkas  tenaga honorer lainnya yang Jumlah kurang  lebih 300  oleh Drs. 
Anwar Kasim dan Muhammad Imran membawa berkas tersebut  ke  
Kantor Wilayah Kementrian Agama Propensi Sulewesi selatan untuk 
didata dan diinfuput  namun    hanya  72 (tujuh puluh dua) orang tenaga 
honorer yang memenuhi persyaratannya untuk Kategori I termasuk 
diantaranya tenaga honorer terdakwa I  DHARMAWATI tenaga honorer 
di KUA Segeri  terdakwa II SYARIFAH NUR HIDAYAH tenaga honorer di 
KUA Bungoro terdakwa III tenaga honorer di KUA Balocci, terdakwa III 
NUR ISMI tenaga honorer di KUA Segeri, setelah data selesai di infut  
maka selanjutnya  Drs. Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran 
mengambil  dan membawa kembali berkas  tenaga honorer tersebut  
dari kantor Wilayah Kementrian Agama Provensi Sulewesi selatan untuk 
selanjutnya  diverifikasi oleh Team  dari BKN pusat dikota Pare-pare.   
            Beberapa bulan kemudian dalam tahun 2010 diumumkanlah melalui   
jaringan  internet tenaga honorer yang lolos verifikasi dilingkup Kantor 
Kementrian Agama Kabupeten Pangkep sebanyak 58  (lima delapan ) 
orang termasuk diantaranya dinyatakan lolos adalah tenaga honorer 
terdakwa I  DHARMAWATI tenaga honorer di KUA Segeri  terdakwa II 
SYARIFAH NUR HIDAYAH tenaga honorer di KUA Bungoro  terdakwa III 
Hj. MANTASIA tenaga honorer di KUA Balocci,  terdakwa IV NUR ISMI 
tenaga honorer di KUA Segeri, sementara sebanyak 14 (empat belas) 
orang dinyatatakan tidak lolos termasuk diantaranya adalah saksi pelapor 
atas nama RUSLAN, karena telah dirugikan dengan hasil pengumuman 
tersebut mengingat RUSLAN merasa keberatan dengan adanya tenaga 
honorer sebagaimana tersebut diatas yang sama sekali tidak pernah 
mengabdi atau bertugas sejak tahun 2005 dan nanti ketika ada 
pendataan data base tenaga honorer pada tahun 2010 baru muncul 
nama-nama tenaga honorer tersebut dan diikutkan serta dinyatakan lolos 
untuk kategori I, dan mendapatkan gaji dari DIPA sementara RUSLAN 
yang senyatanya sudah lama mengabdi dan bertugas sebagai tenaga 
honorer dilingkup Kementrian Agama Kabupaten Pangkep Justru 
dinyatakan tidak lolos untuk kategori I 
           Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur 
dan  diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP.  
 
LEBIH SUBSIDAIR ; 
     Bahwa  terdakwa I DARMAWATI.Z,S.H BINTI H ZAINUDDIN KULLE, 
bersama dengan  terdakwa II SYARIFAH NURHIDAYAH, SH BINTI H. 
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SAENAL ABIDIN,  HJ. MANTASIAH BINTI H. MATARE, NUR ISMI BINTI 
HAJI RAHMAN KULLE pada  waktu dan tempat sebagaimana diuraikan 
dalam dakwaan primair diatas, yang melakukan, atau turut serta memakai 
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu 
dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan para terdakwa dengan cara 
sebagai berikut: 
Ketika Drs. Haji Anwar Kasim M.Ag dan  Muhammad Imran ( terdakwa dalam 
berkas perkara lain ) menerima Surat Edaran dari Kementrian 
Pendayagunaan Aparatur Negara  Reformasi dan Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahaun 2010 untuk mendata tenaga honorer dan salah 
satunya untuk Kategori I yang persyaratannya sebagai berikut :          
1 Diangkat oleh pejabat yang berwenag; 
2 Bekerja di Instansi pemerintah; 
3 Masa kerja minimal 1(satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai 
saa ini masih  bekerja secara terus menerus.  
4 Berusia sekurang-kurang 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 
1 Januari 2006. 
Di instansi pemerintah termasuk tenaga honerer yang berada dilingkup 
Kementrian Agama Kabupaten Pangkep, selanjutnya  Drs. H.Anwar Kasim  
dan Muhammad Imran yang saat itu sebagai Ketua  Tim penyusunan  data 
base   tahun 2010 mendapat perintah dari Kepala Kantor Kementrian Agama 
Kabupaten Pangkep atas nama Drs.H.Andi Mangenre, M.Ag (berkas perkara 
terpisah) untuk segera mendata tenaga honorer di lingkup Kementrian 
Agama Kabupaten Pangkep yang memenuhi syarat masuk Kategori I, 
sehingga kemudian Drs. H.Anwar Kasim  dan Muhammad Imran lalu 
mensosialisasikan Surat Edaran tersebut dengan menetapkan persyataran 
dokumen yang harus dipenuhi bagi tenaga honorer untuk kategori I yaitu : 
1. Biodata sesuai dengan format yang diberikan BKN  
2. Copy Ijazah SD sampai Ijazah terakhir 
3. Copy SK Honorer mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang aktif 
secara terus menerus. 
4. Daftar penggajian honerer melalui DIPA mulai tahaun 2005  sampai 
dengan tahun 2010. 
5. Daftar absen atau daftar hadir  dari tahun 2005 sampai dengan tahun 
2010 
Terdakwa I, II, III dan IV  yang saat itu  mengetahui  bahwa ada 
pendataan/penerimaan  tenaga honorer di  Kantor Kemenag Kabupaten 
pangkep sehingga  terdakwa I, II, III dan IV  sepakat mendatangi Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten Pangkep dengan membawa Ijazahnya  
masing-masing guna untuk didata sebagai tenaga honorer, padahal 
kenyataannya terdakwa I,II,III dan IV tidak pernah mengabdi sebagai tenaga 
honorer DI KUA  dan mereka mengetahui kalao dirinya masing-masing tidak 
memenuhi persyaratan untuk ikut dalam pendataan data base namun   
mereka  tetap sepakat untuk  melakukannya  selanjutnya atas perintah Drs. 
H.Anwar Kasim  dan Muhammad Imran dibuatkan SK tenaga honorer 
dilingkup Kementrian Agama Kabupaten pangkep oleh MUHAMMAD 
YUNUS, SE BIN HADRAWI MAPPIASSE, ST. RAHMAWATI BINTI 
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TAJUDDIN LIRA dan MUHLIS BIN LASSA  sebagai tenaga honorer dilingkup 
Kementrian Agama Kabupaten pangkep. 
     Setelah terdakwa I,II,III,IV  menerima SK pengangkatannya selanjutnya 
SK honorer tersebut dikumpulkan dan di paraf  oleh Drs.Anwar Kasim S.ag 
dan Muhammad Imran  selanjutnya  Drs. Anwar Kasim S.ag dan Muhammad 
Imran membawa SK tersebut diatas bersama dengan SK tenaga honorer 
yang lainnya yang priode berlakunya mulai dari tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2008 ke Drs.MUDASSIR,S.M.Ag untuk ditandatangani, padahal waktu 
itu diketahui oleh  Drs.Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran bahwa 
Drs.MUDASSIR,S.M.Ag sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Kantor 
Depertemen Agama Kabupaten Pangkep yang berarti sudah tidak 
berwenang lagi untuk menandatangai SK tenaga honorer yang disodorkan 
kepadanya saat itu dan tanggal dalam SK tersebut dibuat berlaku surut, 
sementara untuk SK tenaga honorer yang berlakunya mulai tahun 2009 dan 
tahun 2010 diserahkan oleh Drs. H.Anwar Kasim S.Ag  dan Muhammad 
Imran  kepada Drs.MANGENRE,M.Ag yang waktu itu menjabat sebagai 
Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pangkep untuk 
ditandatanagani, hal tersebut dilakukan Drs.Anwar Kasim S.ag dan 
Muhammad Imran agar tenaga Honorer terdakwa I DHARMAWATI tenaga 
honorer di KUA Segeri  terdakwa II  SYARIFAH NUR HIDAYAH tenaga 
honorer di KUA Bungoro  Hj.MANTASIA,S.Ag tenaga Honorer KUA Balocci 
dan terdakwa IV NUR ISMI tenaga honorer di KUA Segeri,  bisa memenuhi 
persyaratan ikut dalam kategori I, padahal diketahui oleh Drs.Anwar Kasim 
S.ag dan Muhammad Imran bahwa terdakwa I DHARMAWATI, tenaga 
honorer di KUA Segeri, Terdakwa II SYARIFA NUR HIDAYAH tenaga 
honorer di KUA Bungoro terdakwa III HJ.MANTASIA,S.Ag tenaga honorer di 
KUA Balocci,  NUR ISMI tenaga honorer di KUA Segeri , yang sama sekali 
tidak memenuhi persyaratan untuk Kategori I karena tenaga honorer tersebut 
tidak pernah mengabdi atau bertugas sebagai tenaga honorer /administrasi 
selama 5 (lima) tahun dengan tidak terputus mulai sejak tahun 2005. 
     Setelah terdakwa I,II,III dan IV  menerima SK pengangkatannya masing-
masing maka mereka  sepakat  memasukkan berkasnya  secara bersama-
sama dengan menggunakan SK /foto copy SK yang dilegalisir oleh Drs.Haji 
Anwar Kasim selaku Kasubag Ke pegawaian, bersama dengan  kelengkapan 
lainnya yang sesuai  dengan persyaratan  yang senyatanya terdakwa I,II,III 
dan IV mengetahui bahwa SK yang digunakan tersebut  adalah palsu atau  
tidak benar  namun I,II,III dan IV   tetap sepakat untuk  memakainya  dan  
berhak untuk ikut  pendataaan pada kategori I, selanjutnya  berkas terdakwa 
I,II,III,IV bersama dengan berkas  tenaga honorer lainnya yang Jumlah 
kurang  lebih 300  oleh Drs. Anwar Kasim dan Muhammad Imran membawa 
berkas tersebut  ke  Kantor Wilayah Kementrian Agama Propensi Sulewesi 
selatan untuk didata dan diinfuput  namun    hanya  72 (tujuh puluh dua) 
orang tenaga honorer yang memenuhi persyaratannya untuk Kategori I 
termasuk diantaranya tenaga honorer terdakwa I  DHARMAWATI tenaga 
honorer di KUA Segeri  terdakwa II SYARIFAH NUR HIDAYAH tenaga 
honorer di KUA Bungoro terdakwa III tenaga honorer di KUA Balocci, 
terdakwa III NUR ISMI tenaga honorer di KUA Segeri, setelah data selesai di 
input  maka selanjutnya  Drs. Anwar Kasim S.ag dan Muhammad Imran 
mengambil  dan membawa kembali berkas  tenaga honorer tersebut  dari 
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kantor Wilayah Kementrian Agama Propensi Sulewesi selatan untuk 
selanjutnya  diverifikasi oleh Team  dari BKN pusat dikota Pare-pare.   
     Beberapa bulan kemudian dalam tahun 2010 diumumkanlah melalui 
jaringan  internet tenaga honorer yang lolos verifikasi dilingkup Kantor 
Kementrian Agama Kabupeten Pangkep sebanyak 58  (lima delapan ) orang 
termasuk diantaranya dinyatakan lolos adalah tenaga honorer terdakwa I  
DHARMAWATI tenaga honorer di KUA Segeri  terdakwa II SYARIFAH NUR 
HIDAYAH tenaga honorer di KUA Bungoro  terdakwa III Hj. MANTASIA 
tenaga honorer di KUA Balocci,  terdakwa IV NUR ISMI tenaga honorer di 
KUA Segeri, sementara sebanyak 14 (empat belas) orang dinyatatakan tidak 
lolos termasuk diantaranya adalah saksi pelapor atas nama RUSLAN, karena 
telah dirugikan dengan hasil pengumuman tersebut mengingat RUSLAN 
merasa keberatan dengan adanya tenaga honorer sebagaimana tersebut 
diatas yang sama sekali tidak pernah mengabdi atau bertugas sejak tahun 
2005 dan nanti ketika ada pendataan data base tenaga honorer pada tahun 
2010 baru muncul nama-nama tenaga honorer tersebut dan diikutkan serta 
dinyatakan lolos untuk kategori I, dan mendapatkan gaji dari DIPA sementara 
RUSLAN yang senyatanya sudah lama mengabdi dan bertugas sebagai 
tenaga honorer dilingkup Kementrian Agama Kabupaten Pangkep Justru 
dinyatakan tidak lolos untuk kategori I. 
     Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan 
diancam pidana  Pasal 263 ayat ( 2)  KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
 
  
 
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 
     Berdasarkan uraian kasus posisi dan dakwaan yang diajukan 
kepada terdakwa DARMAWATI.Z,S.H. binti H. ZAINUDDIN KULLE, 
SYARIFAH NURHIDAYAH, SH binti H. SAENAL ABIDIN, HJ. 
MANTASIAH binti H. MATARE, NUR ISMI binti H. RAHMAN KULLE, 
maka Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus  2013, yang pada 
pokonya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene 
yang menyatakan sebagai berikut yakni: 
1. Menyatakan terdakwa I. DARMAWATI.Z,S.H. binti H. 
ZAINUDDIN KULLE, terdakwa II. SYARIFAH NURHIDAYAH, 
SH binti H. SAENAL ABIDIN,  terdakwa III. HJ. MANTASIAH 
binti H. MATARE, dan terdakwa IV. NUR ISMI binti H. RAHMAN 
KULLE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer;--- 
2. Membebaskan terdakwa I. DARMAWATI.Z,S.H. binti H. 
ZAINUDDIN KULLE, terdakwa II. SYARIFAH NURHIDAYAH, 
SH binti H. SAENAL ABIDIN,  terdakwa III. HJ. MANTASIAH 
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binti H. MATARE, dan terdakwa IV. NUR ISMI binti H. RAHMAN 
KULLE dari dakwaan Primer tersebut;----- 
3. Menyatakan terdakwa I DARMAWATI.Z,S.H. binti H. 
ZAINUDDIN KULLE, terdakwa II SYARIFAH NURHIDAYAH, SH 
binti H. SAENAL ABIDIN,  terdakwa II. HJ. MANTASIAH binti H. 
MATARE, dan terdakwa III. NUR ISMI binti H. RAHMAN KULLE 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Turut serta menggunakan akta otentik yang 
dipalsukan”;------------- 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DARMAWATI.Z,S.H. 
binti H. ZAINUDDIN KULLE, terdakwa II. SYARIFAH 
NURHIDAYAH, SH binti H. SAENAL ABIDIN,  terdakwa III. HJ. 
MANTASIAH binti H. MATARE, dan terdakwa IV. NUR ISMI 
binti H. RAHMAN KULLE dengan pidana penjara masing-
masing selama  2 (dua) bulan. 
5. Memerintahkan agar para terdakwa menjalani pidana tersebut. 
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
7. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 6 (enam) lembar SK Honorer mulai tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2009 atas nama NUR ISMI.HR 
- 6 (enam) lembar SK Honorer mulai tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2009 atas nama    Syarifah Nurhidaya  
- 6 (enam) lembar SK Honorer mulai tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2009 atas nama RAHMI ,SE  
- 6 (enam) lembar SK Honorer mulai tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2009 atas nama Jamaluddin 
- 5 (enam) lembar SK Honorer mulai tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2009 atas nama Jamaluddin 
- 5 (lima ) lembar SK Honorer mulai tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2009 atas nama Hj.Mantasia 
- 6 (enam) lembar SK Honorer mulai tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2009 atas nama Hj.Humaeda,S.Hi 
- Asli 6 (enam) lembar SK Honorer mulai an.Darmawati,SH 
tertanggal 31 Desember 2004 tertanggal 31 Desember 2009  
- Asli 6 (enam) lembar SK Honorer  an.Muhlis tertanggal 31 
Desember 2004 s/d 31 Desember 2009  
- Foto Copy absensi Kantor KUA segeri dari bulan April, mei, 
juni, September, Oktober, dan Desember 2010 yang telah 
disyahkan sesuai dengan aslinya  
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-  Absensi KUA minasatene dari bulan   Januari, Maret, April, 
Juni, Agustus, September, Nopember, Desember 2005 dan 
bulan Januari 2006   
- Laporan Absensi Pengawai dan Honorer Kantor KUA Balocci 
dari bulan Januari,Maret,April,Juni,Juli,Oktober dan 
Desember 2005  
-  Laporan Absensi Pengawai dan Honorer Kantor Labbakang 
dari bulan Februari,April,Mei,Juni,Septmber  Oktober  dan 
Desember 2010 
- Absensi Kantor KUA Bungoro dari bulan Desember 2004, 
dari bulan Februari ,Maret, April, Mei, Agustus, Septemeber, 
Novemeber 3 2005 serta absensi bulan April, Mei  dan 
Desember 2010  
- Dipa kantor Kementrian Agama Kabupaten Pangkep dari 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 
- SP2D beserta data pendukung Kantor Kementrian 
kabupatren pangkep 2005 sampai dengan tahun 2010 
- Dokumen /berkas Data base kategori I atas nama: 
i. Darmawati,Z, SH binti H.Zainuddin Kulle 
ii. Syarifah Nurhidayah binti H.Zaenal Abidin  
iii. Hj.Mantasiah binti H.Rahman Kulle 
iv. Hamliah binti binti  duding 
v. Humaidah,S.Hi binti Huzaian Hamzah 
vi. Rahmi,SE binti Abdul Rahman  
vii. Jamaluddin bin H.Rowa 
viii. Muhlis bin Lassa 
ix. Mardawati 
8. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya 
perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu  rupiah). 
 
e. Amar Putusan 
    Mengingat Pasal 266 KUHP dan segala Pasal-Pasal yang 
berhubungan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang 
bersangkutan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai 
berikut: 
1. Menyatakan terdakwa I. DARMAWATI.Z,S.H. binti H. ZAINUDDIN 
KULLE, terdakwa II. SYARIFAH NURHIDAYAH, SH binti H. 
SAENAL ABIDIN,  terdakwa III. HJ. MANTASIAH binti H. 
MATARE, dan terdakwa IV. NUR ISMI binti H. RAHMAN KULLE 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana dalam Dakwaan Primer;--- 
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2. Membebaskan terdakwa I. DARMAWATI.Z,S.H. binti H. 
ZAINUDDIN KULLE, terdakwa II. SYARIFAH NURHIDAYAH, SH 
binti H. SAENAL ABIDIN,  terdakwa III. HJ. MANTASIAH binti H. 
MATARE, dan terdakwa IV. NUR ISMI binti H. RAHMAN KULLE 
dari dakwaan Primer tersebut; 
3. Menyatakan terdakwa I DARMAWATI.Z,S.H. binti H. ZAINUDDIN 
KULLE, terdakwa II SYARIFAH NURHIDAYAH, SH binti H. 
SAENAL ABIDIN,  terdakwa II. HJ. MANTASIAH binti H. 
MATARE, dan terdakwa III. NUR ISMI binti H. RAHMAN KULLE 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Turut serta menggunakan akta otentik yang 
dipalsukan” 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DARMAWATI.Z,S.H. 
binti H. ZAINUDDIN KULLE, terdakwa II. SYARIFAH 
NURHIDAYAH, SH binti H. SAENAL ABIDIN,  terdakwa III. HJ. 
MANTASIAH binti H. MATARE, dan terdakwa IV. NUR ISMI binti 
H. RAHMAN KULLE dengan pidana penjara masing-masing 
selama  2 (dua) bulan ; 
5. Memerintahkan agar para terdakwa menjalani pidana tersebut; 
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
7. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya 
perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu  rupiah). 
 
f. Analisa Penulis 
    Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan jaksa 
penuntut umum yang menggunakan dakwaan yang berbentuk 
Subsidaritas, yakni di dakwa melanggar pasal: 
1. Primair : Pasal 264 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55  ayat           
    (1) ke-1  KUHP,   
2. Subsidair : Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1    
    KUHP,   
3. Lebih Subsidair : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1  
    KUHP. 
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Dalam persidangan dakwaan yang berhasil dibuktikan oleh jaksa 
adalah dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP 
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,  Dengan pidana masing-masing 2 
bulan.  
     Menurut pasal 266 ayat (2) tentang Pemalsuan Surat, bahwa 
pidana Pemalsuan surat di pidana dengan pidana paling lama 7 tahun 
jika terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Turut serta menggunakan akta otentik yang dipalsukan”  
    Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat 
yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran 
isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi 
daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang 
lkebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat 
itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. 
     Pembagian macam-macam surat/tulisan terdiri atas surat biasa dan 
surat atau akta otentik. Surat Biasa atau biasa juga disebut „surat “ 
adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan 
buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Tulisan-
tulisan yang tidak merupakan akta, adalah surat-surat koresponden, 
register-register (daftar-daftar), dan surat-surat urusan rumah tangga, 
baik RBg, HIR, maupun KUH Perdata tidak mengatur tentang kekuatan 
pembuktian surat yang bukan akta. 
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     Pada asasnya tulisan-tulisan yang di tandatangani itu, merupakan 
bukti yang memberatkan atau merugikan pihak pembuatnya (orang 
yang menandatanganinya) hanya merupakan bukti permulaan, artinya 
harus ditambah bukti lain, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-
Undang, seperti Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; surat-
surat dari pembukuan suatu perusahaan, dapat diberi kekuatan 
pembuktian yang menguntungkan pihak yang menandatanganinya. 
     Surat-Surat Akta atau sering ditulis “Akta” merupakan tulisan atau 
surat akta, yang semata-mata dibuat untuk membuktikan adanya 
peristiwa atau suatu hal, dan oleh karena itu suatu akta harus selalu 
ditandatangani. Surat-surat akta dapat dibedakan menjadi dua (2), 
yaitu :  Akta Otentik (AO) dan Akta Bawah Tangan (ABT) 
     Menurut Yahya Harahap (2005: 566)  kekuatan pembukatian yang 
melekat dalam akta otentik (AO) terdiri atas tiga kekuatan yang 
melekat yaitu: 
4. Kekuatan pembuktian luar: suatu AO yang diperlihatkan harus 
dianggap dan diperlakukan sebagai AO, kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya bahwa akta itu bukan AO. Selama tidak dapat dibuktikan 
sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud 
dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip 
anggapan hukum bahwa setiap AO harus dianggap benar sebagai 
AO sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya. 
5. Kekuatan pembuktian formil. Berdasarkan Pasal 1871 KUH Perdata, 
bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar 
diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh 
karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam 
AO dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan 
dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang 
tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau 
pernyataan  di dalamnya benar dari orang yang menandatanganinya 
tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat 
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pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga 
tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta 
tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim. 
6. Kekuatan pembuktian materil. Dalam kekuatan AO yang ketiga ini 
termaktub tiga prinsip yang terkandung dalam AO yaitu: (a) Penanda 
tangan AO oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini merupakan 
prinsip pokok kekuatan materil suatu AO yang mana setiap penanda 
tangan AO oleh seorang  selamanya harus dianggap untuk 
keuntungan pihak lain, bukan untuk keuntungan pihak 
penandatangan; (b) Seorang hanya dapat membebani kewajiban 
kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip 
pertama. Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penanda 
tangan AO untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan 
materil pembuktian AO meliputi: siapa yang menandatangani AO 
berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak 
seperti yang tercantum di dalam akta, tujuan dan maksud pernyataan 
itu dituangkan dalam bentuk akta untuk menjamin kebenaran akta 
tersebut, oleh karena itu dibelakang hari penanda tangan tidak boleh 
mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau memberi 
keterangan seperti yang tercantum dalam akta, namun demikian 
perlu diingat bukan berarti kebenaran itu bersifat mutlak sesuai 
keadaan yang sebenarnya. (c) Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan 
pembuktian materil AO. Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan 
antara satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk 
dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari  kekuatan 
pembuktian materil AO menimbulkan akibat hukum meliputi: 
keterangan  atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, 
melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka. Dengan 
demikian akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan  
sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut. 
 
   Masih menurut Yahya Harahap (2005:  590)  
      daya kekuatan pembuktian Akta Bawah Tagan (ABT) hanya 
memilik  dua daya kekuatan pembuktian. Tidak memiliki kekuatan 
pembuktian luar sebagaiman AO yang  tidak bisa dibantah 
kebenarannya oleh hakim, sehingga harus pihak lawan yang 
mengajukan pembuktian “kepalsuan” atas akta itu.  
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Putusan Perkara Nomor: 99/Pid.B/2013/PN.Pkj 
   
a. Pertimbangan Hakim 
Pada prinsipnya, pertimbangan hakim selalu mengacu pada 
fakta dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari 
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pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 197 
ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud dengan “fakta dan 
keadaan” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di 
sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi 
ahli, Terdakwa, dan penasehat hukum. Sementara yang dimaksud 
dengan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
Terdakwa. Terhadap kasus yang penulis teliti, Majelis Hakim yang 
menangani perkara ini mempunyai pertimbangan sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah 
didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu dakwaan Primer : 
Pasal 264 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55  ayat (1) ke-1  KUHP,  
Subsidair : Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, Lebih Subsidair : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 
(1) ke- 1 KUHP; ----- 
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan 
membuktikan dakwaan tersebut dimulai dengan dakwaan  Primair 
terlebih dahulu yaitu Pasal Pasal 264 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 
55  ayat (1) ke-1  KUHP, yang terkandung unsur-unsur. 
1. Unsur-unsur dalam Pasal 264 (1) yaitu : 
a. Barang Siapa; 
b. memalsukan surat 
c. Dengan maksud untuk mempergunakan atau memakai 
surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu; 
d. Pemakaian  atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan 
kerugian; 
2. Pemalsuan surat terhadap akta otentik, surat hutang atau 
sertifikat hutang dari suatu negara atau bagianya ataupun dari 
suatu lembaga umum; 
3. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan. 
 
U n s u r :  Barang Siapa ; 
     Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek 
hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini terdakwa I. 
Darmwati. Z, S.H. binti H. Zainuddin Kulle, terdakwa II. Syarifah 
Nurhidayah, S.H. binti H. Saenal Abidin, terdakwa III. Hj. Mantasiah 
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binti H. Matare terdakwa IV. Nur Ismi bint H. Rahman Kulle yang 
identitasnya sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan tersebut 
telah dibenarkan olehnya dan para terdakwa sebagai pelaku suatu 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani dan dapat bertanggungjawab atas semua  
perbuatannya, dengan demikian unsur  Barang  Siapa ini telah 
terpenuhi; 
U n s u r  : Membuat Surat Palsu atau Memalsukan surat; 
     Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat atau tulisan 
(geschrift) adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf 
yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu; 
Menimbang, bahwa  dalam Pasal ini  terkandung 2 jenis perbuatan 
yang dilarang yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat 
kedua hal tersebut umumnya disebut sebagai tindak pidana 
Pemalsuan surat; 
     Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat 
palsu adalah perbuatan  menyusun surat atau tulisan secara 
keseluruhan sedemikian rupa dengan tujuan untuk menunjukkan 
bahwa surat tersebut seakan-akan dibuat oleh orang lain dan 
bukan dibuat oleh pelaku.  Surat tersebut memuat isi dan hal-hal 
yang tidak benar, dengan demikian baik isi maupun yang 
menandatangani surat tersebut adalah tidak benar; 
Misalnya: A membuat surat seakan akan berasal dari B dan 
menandatangani surat tersebut dengan cara meniru tanda tangan 
B; 
      Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat 
adalah perbuatan dengan cara melakukan perubahan-perubahan 
terhadap sebuah surat secara tanpa hak (tanpa izin dari yang 
berhak), perubahan tersebut dapat mengenai tanda tangan 
maupun isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan 
sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar, perubahan 
isi yang tidak benar menjadi benar juga merupakan pemalsuan 
surat. Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas : 
 Penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan; 
 Penambahan dengan satu kalimat, kata , angka 
 Penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau tanda 
tangan 
Perbuatan perubahan tersebut menimbulkan perubahan atas 
bentuk maupun atas isinya serta tujuannya semula, dengan 
demikian perbuatan perubahan itu mengganggu, memperkosa 
surat atau tulisan asli. 
      Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan para 
terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut diatas adalah 
dengan memperhatikan fakta fakta persidangan sebagai berikut :   
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- Bahwa, pada tahun 2010 Kementrian Agama Kabupaten Pangkep 
menerima Surat Edaran dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur 
Negara  Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2010  untuk mendata tenaga honorer  di Kemeng  
Kabupaten Pangkep  di instansi pemerintah termasuk tenaga 
honerer yang berada dilingkup Kementrian Agama Kabupaten 
Pangkep dan salah satunya untuk Kategori I yang persyaratannya 
sebagai berikut :          
1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang; 
2. Bekerja di Instansi pemerintah; 
3. Masa kerja minimal 1(satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan 
sampai saat ini masih  bekerja secara terus menerus. 
4. Berusia sekurang-kurang 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 
tahun per 1 Januari 2006. 
Berdasarkan Surat Edaran tersebut Kemenag Kab. Pangkep 
menetapkan persyataran dokumen yang harus dipenuhi bagi 
tenaga honorer untuk kategori I yaitu : 
1. Mengisi Biodata sesuai dengan format yang diberikan BKN  
2. Melampirkan Foto Copy Ijazah SD sampai Ijazah terakhir 
3. Melampirkan Foto Copy SK Honorer mulai tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2010 yang aktif secara terus menerus.  
4. Melampirkan Daftar penggajian honerer melalui DIPA mulai 
tahaun 2005  sampai dengan tahun 2010 
5. Melampirkan Daftar absent atau daftar hadir  dari tahun 2005 
sampai dengan tahun 2010 
- Bahwa, terdakwa I. Darmwati. Z, S.H. binti H. Zainuddin Kulle, 
terdakwa II. Syarifah Nurhidayah, S.H. binti H. Saenal Abidin, 
terdakwa III. Hj. Mantasiah binti H. Matare terdakwa IV. Nur Ismi 
bint H. Rahman Kulle  mengetahui dari kelurganya/  suaminya yang 
bekerja di Kemenag Kab. Pangkep   tentang adanya 
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pendataan/penerimaan  tenaga honorer di  Kantor Kemenag 
Kabupaten pangkep; 
- Bahwa, terdakwa I,II,III dan IV  mendatangi Kantor Kementrian 
Agama Kabupaten Pangkep dengan membawa Ijazah masing-
masing untuk didata sebagai tenaga honorer. 
- Bahwa, pada kenyataannya terdakwa I,II,III dan IV tidak pernah 
mengabdi sebagai tenaga honorer DI KUA–KUA di Kab.Pangkep  
dan mereka mengetahui kalau dirinya tidak memenuhi persyaratan 
untuk ikut dalam pendataan data base pada kategori I  namun tetap  
melakukannya. 
- Bahwa, atas perintah Drs. H.Anwar Kasim  dan Muhammad Imran 
dibuatkan SK tenaga honorer dilingkup Kementrian Agama 
Kabupaten pangkep oleh MUHAMMAD YUNUS, SE BIN HADRAWI 
MAPPIASSE, ST. RAHMAWATI BINTI TAJUDDIN LIRA dan 
MUHLIS BIN LASSA untuk memenuhi persyaratan tersebut; 
- Bahwa, setelah SK nya selesai para terdakwa di telepon oleh 
kelurganya masing-masing  untuk datang mengambil SK nya di 
Kemenag Kab.Pangkep  yang isinya antara lain para terdakwa 
adalah pegawai Honorer yang digaji dari DIPA APBN/APBD tahun 
2005 s/d 2010, dan ekerja secara terus menerus tanpa terputus 
dari tahu 2005 s/d 2010;   
- Bahwa, para terdakwa mengerti bahwa apa yang dituliskan didalam 
SK adalah tidak benar sebab para terdakwa tidak pernah mengabdi 
sebagai tenaga honorer di KUA;   
- Bahwa, setelah terdakwa I,II,III dan IV  menerima SK 
pengangkatannya masing-masing maka mereka  memasukkan 
berkasnya  secara bersama-sama dengan menggunakan SK/foto 
copy SK yang dilegalisir oleh Drs.Haji Anwar Kasim selaku 
Kasubag Ke pegawaian, bersama dengan  kelengkapan lainnya 
yang sesuai  dengan persyaratan. 
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- Bahwa, selanjutnya  berkas terdakwa I,II,III,IV bersama dengan 
berkas  tenaga honorer lainnya yang berjumlah kurang  lebih 300 
orang,  oleh Drs. Anwar Kasim dan Muhammad Imran dibawa  ke  
Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sulawesi Selatan 
untuk didata dan diinput  namun    hanya  72 (tujuh puluh dua) 
orang tenaga honorer yang memenuhi persyaratannya untuk 
Kategori I termasuk diantaranya terdakwa I  DHARMAWATI tenaga 
honorer di KUA Segeri  terdakwa II SYARIFAH NUR HIDAYAH 
tenaga honorer di KUA Balocci terdakwa III tenaga honorer di KUA 
Balocci, terdakwa III NUR ISMI tenaga honorer di KUA Bungoro; 
- Bahwa,  para terdakwa pernah menerima gaji dari dari DIPA satu 
kali pada tahun 2010 sebesar Rp.400.000-  (empat ratus ribu 
rupiah) namun mereka tidak pernah masuk kantor sebagai tenaga 
honorer baik setelah menerima SK honor maupun sebelum 
menerima Sk honor dan bahkan sampai sekarang tidak pernah 
mengabdi sebagai tenaga honorer di KUA masing-masing sesuai 
yang tercantum dalam SK honorer tersebut;  
- Bahwa,  para terdakwa menggunakan SK tersebut untuk 
melengkapi dokumen sebagaimana dengan persyaratan pada surat 
edaran No.5 tahun 2012, dan sekitar bulan Oktober 2012 
diumumkan daftar nama-nama  melalui internet yang lolos perifikasi 
Kategori I, diataranya adalah para terdakwa. 
Menimbang, bahwa  dari fakta tersebut Majelis Hakim tidak 
menemukan  adanya fakta-fakta  yang dapat membuktikan  bahwa 
para terdakwa telah membuat surat palsu ataupun memalsukan 
surat berupa SK Honorer mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 
2009, Daftar Hadir/ absensi tahun 2004 s/d 2009; Daftar 
penerimaan gaji yang berasal dari Dipa kantor Kementrian Agama 
Kabupaten Pangkep dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. 
Surat berupa SK tersebut berdasarkan keterangan saksi maupun 
terdakwa dibuat dan dipersiapkan oleh MUHAMMAD YUNUS, SE. 
bin HADRAWI MAPPIASSE, ST. RAHMAWATI bt. TAJUDDIN LIRA 
dan MUHLIS bin LASSA  atas perintah Drs. H.Anwar Kasim  dan 
Muhammad Imran. Para terdakwa hanya diberitahu untuk datang 
ke Kantor Kemenag Kab. Pangkep untuk mengambil  surat-surat 
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tersebut dari seseorang di bagian Kepegawaian Kantor Kemenag 
Kab. Pangkep  dan selanjutnya para terdakwamenggunakan surat-
surat tersebut untuk melengakpi berkas-berkas persyaratannya dan 
menyerhkan kembali berkas yang sudah lengkap tersebut di Bag. 
Kepegawaian Kemenag Kab. Pangkep. 
Bahwa, maksud dan tujuan para terdakwa melakukan 
perbuatan tersebut adalah agar para terdakwa dapat terdata 
sebagai pegawai Honorer Katagori I yang bekerja di lingkup 
Kemenag Kab. Pangkep yang pada akhirnya dapat langsung 
diangkat sebagai CPNS oleh Pemerintah tanpa melalui ujian/tes 
penerimaan. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan 
sebagaimana tersebut diatas  Majelis Hakim tidak menemukan 
fakta bahwa para terdakwa telah “membuat surat palsu” atau 
“memalsukan surat”  dengan demikian unsur yang dimaksud dalam 
Pasal ini tidak terpenuhi. 
Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu 
unsur Pasal  dalam Pasal dakwaan Primer tersebut maka para 
terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana 
dalam dakwaan Primer tersebut dan para  terdakwa harus 
dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 266 ayat (2) 
KUHP jo pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terkandung unsur-unsur 
Pasal yang harus dibuktikan sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja; 
3. Memakai akta (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat 
(1) KUHP) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ; 
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; 
5. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan; 
 
1. Unsur : Barang siapa; 
Menimbang, bahwa tentang unsur ”barang siapa” telah 
diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam uraian 
pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan Primer tersebut 
diatas, selanjutnya  Majelis mengambil alih seluruh uraian   
pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan  unsur “barang siapa” 
dalam unsur Pasal ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan 
tersebut Majelis berpendapat unsur “barang siapa”ini telah pula 
terpenuhi. 
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2. Unsur : Dengan sengaja memakai akta otentik (sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 266  ayat  (1) KUHP) seolah-olah 
isinya sesuai dengan kebenaran ;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti 
para terdakwa menghendaki dan mengetahui akan apa yang 
diperbuatnya. “Menghendaki” yaitu sebagai kehendak untuk 
melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu dan atau 
“Mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat 
mengetahui bahwa perbuatan atau tindakan tersebut dapat 
menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki; 
Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan 
yang dimaksud dengan akta  otentik adalah suatu akte yang 
didalam suatu bentuk yang ditentukan dalam perundangan yang 
dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk 
itu ditempat dimana akte itu dibuat. 
Bahwa,  akta sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai  bukti tentang 
adanya suatu peristiwa dan ditandatangani  
Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus 
memenuhi syarat-syarat : 
a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan 
akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat 
oleh orang lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan 
ciri atau mengindividualisir sebuah akta ; 
b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak 
atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan 
yang dapat menjadi bukti yang diperlukan ; 
c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya 
dimana di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian 
suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau 
perikatan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut Majelis 
berpendapat bahwa barang bukti surat berupa  :  
- 6 (enam) lembar SK Honorer mulai tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2009 atas nama NUR ISMI.HR 
- 6 (enam) lembar SK Honorer mulai tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2009 atas nama SYARIFAH NURHIDAYAH;  
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- 5 (lima ) lembar SK Honorer mulai tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2009 atas nama MANTASIAH; 
- 6 (enam) lembar SK Honorer tertanggal 31 Desember 2004   s/d  
tanggal 31 Desember 2009 atas nama DARMAWATI;  
Adalah merupakan suatu akta/surat yang sengaja dibuat dan 
ditandatangani  oleh pejabat/pegawai negeri yang dibuat untuk 
membuktikan suatu hal yaitu bahwa para terdakwa adalah benar 
sebagai tenaga Honorer sejak tahun 2005 s/ 2009 di lingkungan 
Kementerian Agama Kab. Pangkep.  
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis 
Hakim berpendapat SK tersebut telah  memenuhi kriteria sebagai 
sebuah akta otentik; 
 Menimbang, bahwa di dalam SK tersebut berisi keterangan 
yang menyatakan seolah-olah benar para terdakwa adalah tenaga 
Honorer yang bekerja di lingkungan Kemenag Kab. Pangkep sejak 
tahun 2004 s/d 2009 yang ditandatangani oleh saksi Mudassir dan 
saksi Mangenre selaku kepala kantor Kemenag Kab. Pangkep. 
Padahal fakta yang sebenarnya para terdakwa tidak pernah bekerja 
di lingkungan Kemenag Kab. Pangkep sebagi tenaga Honorer 
dengan demikian akta tersebut memuat ketarangan yang seolah-
olah isinya sesuai dengan kebenaran  atau akta otentik  palsu. 
Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi rumusan kesengajaan menggunakan 
akta otentik tersebut dengan melihat fakta yang ada.  
            Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap 
bahwa para terdakwa mengetahui kalau mereka tidak berhak dan 
tidak dapat didata sebagai tenaga Honorer Katagori I di lingkungan 
Kemenag Kab. Pangkep karena para terdakwa adalah ibu rumah 
tangga yang tidak pernah sama sekali bekerja sebagai tenaga 
Honorer di  lingkungan Kemenag Kab. Pangkep antara tahun 2005 
s/d 2009. Terdakwa juga mengetahui bahwa  SK Honorer mulai 
tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 atas nama para terdakwa 
NUR ISMI.,SYARIFAH NURHIDAYAH; MANTASIAH, DARMAWATI 
yang menerangkan bahwa para terdakwa adalah Honorer yang 
bekerja di KUA dilingkungan Kemenag Kab.Pangkep adalah suatu 
hal atau keadaan yang tidak benar atau palsu, karena pada 
kenyataannya para terdakwa tersebut sama sekali  tidak pernah 
bekerja sebagai Honorer di Kemenag Kab. Pangkep pada tahun 
2004 s/d 2009;- 
  Menimbang, bahwa namun demikian meskipun para 
terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa akta tersebut berisikan 
keterangan dan hal-hal yang tidak benar/palsu, para terdakwa tetap 
menghendaki untuk menggunakannya sebagai kelengkapan berkas 
dan memasukkan/menyerahkan SK tersebut secara bersama-sama 
dengan menggunakan SK/foto copy SK yang dilegalisir oleh 
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Drs.Haji Anwar Kasim selaku Kasubag Ke pegawaian, bersama 
dengan  kelengkapan lainnya yang sesuai  dengan persyaratan.
 Menimbang, bahwa  para terdakwa menggunakan SK palsu 
tersebut untuk melengkapi dokumen sebagaimana dengan 
persyaratan pada surat edaran No.5 tahun 2012,  berkehendak 
agar para terdakwa dapat lolos verifikasi dan terdata sebagai 
Tenaga Honorer Katagori I di Kementrian Agama Kab. Pangkep 
yang selanjutnya akan diterima dan diangkat sebagai CPNS tanpa 
melalui tes seleksi penerimaan. Dan pada akhirnya sekitar bulan 
Oktober 2012 diumumkan melalui internet tenaga honorer di 
Kemenag Kab. Pangkep yang lolos verifikasi Kategori I, diataranya 
adalah para terdakwa sebagaimana yang dikehendakinya. Dengan 
demikian unsur Kesengajaan telah terpenuhi atas perbuatan para 
terdakwa. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah terbukti  
memenuhi rumusan unsur  “dengan sengaja menggunakan akta 
otentik palsu”. 
 
3. Unsur : Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;  
 Menimbang, bahwa dipakainya  istilah “dapat” menimbulkan 
kerugian dalam unsur Pasal ini menunjukkan bahwa delik ini 
merupakan delik formil, yakni delik yang cukup dipenuhinya unsur-
unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan pada timbulnya 
suatu akibat. Dengan kata lain walaupun belum timbula suatu 
kerugian, asalkan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur 
sebelumnya maka perbuatan terdakwa dianggap telah dapat 
terbukti memenuhi unsur Pasal ini. 
Bahwa, dengan demikian kerugian sebagaimana yang 
dimaksudkan tidaklah benar-benar harus  ada, karena yang 
diisyaratkan didalam ketentuan pidana dalam Pasal ini hanyalah 
berupa suatu kemungkinan timbulnya sesuatu kerugian. 
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam 
pembelaanya menyatakan bahwa pada pokoknya  para terdakwa 
tidak memenuhi unsur Pasal ini dengan beralasan : 
1. Tidak ada saksi korban dalam perkara ini; 
2. Tidak ada yang dirugikan oleh perbuatan para terdakwa; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat  kerugian 
yang dimaksud dalam Pasal ini bukanlah sebagaimana dimaksud  
Kerugian dalam lapangan hukum perdata ex. Pasal 1365 KUH 
Perdata melainkan kerugian dalam lapangan hukum pidana yang 
merupakan hukum publik, dimana aturan-aturan hukum pidana 
bertujuan untuk melidungi kepentingan masayarakat dan 
menciptakan ketertiban umum dalam masyarakat, sehingga sesuai 
dengan tujuan hukum pidana yang melindungi kepetingan 
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masyarakat maka yang menjadi korban dan yang dirugikan  dalam 
hal ini adalah kepentingan masyarakat itu sendiri. 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut 
pendapat Majelis Hakim pembelaan penasihat hukum terdakwa 
tidaklah tepat dan beralasan hukum dan oleh karenanya harus 
ditolak. 
  Menimbang, bahwa dengan demikian  Mejelis sependapat 
dengan Penuntut Umum dan menyatakan  unsur :”jika pemakaian 
surat dapat menimbulkan kerugian”   ini telah terpenuhi. 
 
4. Unsur : Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau 
turut serta melakukan;  
Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsider Jaksa 
Penuntut Umum men -Junctokan dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP 
yaitu perbuatan penyertaan yang menentukan tentang pelaku 
tindak pidana yaitu terdiri dari yang melakukan (Pleger) yang 
menyuruh melakukan (doenpleger), yang turut serta atau ikut serta 
melakukan (medepleger) dan yang membujuk (uitloker) atau lebih 
sering disebut “turut serta”melakukan tindak pidana. 
 
 
 
b. Keterangan Saksi 
    Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang didengar   
keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut:  
 
1. Saksi : ANDI RUSLAN BIN ANDI RAHMAN.; 
- Bahwa, saksi membenarkan isi BAP Kepolisian; 
- Bahwa, terdakwa NUR ISMI, MANTASIA, SYARIFAH NUR 
HIDAYAH, dan DARMAWATI, tidak pernah mengabdi dan 
bekerja sebagai tenaga Honorer di lingkup Kementerian Agama 
kabupaten Pangkep namun mereka lolos verifikasi sebagai 
tenaga honorer Katagori I; 
- Bahwa, saksi mengetahui para terdakwa lolos sebagai tanaga 
Honorer Katagori I dari Kantor Kementrain Agama Kabupaten 
Pangkep; 
- Bahwa, keseluruhan yang dinyatakan lolos sebagai tenaga 
Honorer katagori I seluruhnya sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) 
orang; 
- Bahwa, saksi tidak lolos sebagai tenaga honorer Katagori I; 
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- Bahwa, saksi mendatangi setiap KUA dan kepala KUA-nya 
menyatakan tidak mengenal nama-nama para terdakwa selaku 
honor di kantor KUA-nya masing-masing; 
- Bahwa, sebelum adanya pengumuman tersebut terlebih dahulu 
dilakukan pemberkasan yang nantinya berkas-berkas tersebut 
dikirim ke Propinsi/ Kanwil untuk dilakukan verifikasi; 
- Bahwa, berkas yang diajukan oleh tenaga honorer untuk didata 
sebagai tenaga honorer kategori I yaitu : 
1. Biodata sesuai dengan format yang di berikan oleh BKN. 
2. Ijazah terakhir.  
3. SK Honorer mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. 
4. Penggajian mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 
2010. 
5. Absen atau daftar hadir dari tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2010. 
- Bahwa, status tenaga Honorer Katagori I artinya yang 
bersangkutan akan diangkat sebagai CPNS tanpa melalui tes 
lagi tinggal menunggu terbitnya SK CPNS; 
- Bahwa, SK sebagai tenaga honorer dibuat dan ditandatangani 
oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Pangkep atas 
dasar rekomendasi dari kepala KUA masing-masing;  
- mulai terdaftar sebagai tenaga Honorer di lingkungan 
Kementrian Agama Kabupaten Pangkep Sejak tahun 2010 akan 
tetapi SK Honornya dibuat mulai tahun 2005 sampai dengan 
2010. 
- Bahwa, menurut SK tersebut saksi sebagai honorer di 
lingkungan Kemenag Kab. Pangkep sejak tahun 2005 namun 
secara nyata sejak tahun 1993; 
- Bahwa, yang menandatangani SK pengangkatan Honore 
tersebut adalah Drs. MUDASSIR. S. M.Ag dan Drs. H. 
MANGENRE M.Ag;  
- Bahwa, dengan adanya SK Honor yang ditandatangani oleh 
Drs. MUDASSIR S.M.Ag, dan Drs. H. MANGENRE M.Ag atas 
nama terdakwa NUR ISMI,  terdakwa MANTASIA, terdakwa 
SYARIFAH NUR HIDAYAH, terdakwa DARMAWATI, saksi 
merasa dirugikan karena seharusnya yang tersebut namanya di 
atas tidak dapat untuk diajukan sebagai tenaga honorer kategori 
satu (K1); karena mereka terdaftar sebagai tenaga tenaga 
honorer sejak tahun 2005 sesuai dengan SK yang 
ditandatangani oleh saudara Drs. MUDASSIR S. M.Ag dan 
saudara Drs. H. MANGENRE M.Ag padahal mereka tidak 
pernah tercatat sebagai tenaga honorer sebelumnya; 
- Bahwa, Drs. MUDASSIR S. M.Ag bertandatangan dalam SK 
honorer mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 
sedangkan Drs. H. MANGENRE M.Ag bertandatangan dalam 
SK honorer tahun 2010. 
74 
- Bahwa, SK Honorer atas nama terdakwa NUR ISMI, terdakwa 
MANTASIA, terdakwa SYARIFAH NUR HIDAYAH, dan 
terdakwa DARMAWATI yang ditandatangani oleh Drs. 
MUDASSIR S. M.Ag dan Drs. MANGENRE M.Ag dipergunakan 
sebagai kelengkapan berkas sebagai tenaga Honorer kategori I. 
Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar dan tidak 
keberatan; 
2. Saksi  Drs. MUHAMMAD AMIR MAKKA BIN MAKKA,  
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana 
termuat dalam BAP Kepolisian; 
- saksi menjabat selaku Kepala KUA Balocci sejak bulan Mei tahun 
2009 sampai dengan 30 April 2012. 
- Bahwa, saksi pernah menandatangani daftar hadir/absensi atas 
nama terdakwa Syarifah Nurhidayah, SH dan Hj. Mantasia, S.Ag; 
- Bahwa, yang datang kerumah dan menemui saksi menyodorkan 
daftar hadir/absensi tersebut adalah Drs. Anwar Kasim selaku 
Kasubag TU Kantor Kemenag beserta suami dari kedua terdakwa 
tersebut yaitu Abi dan Zul;; 
- Bahwa, terdakwa Syarifah Nurhidayah, SH. dan Hj. Mantasia 
tidak pernah bekerja sebagai Honorer di KUA Balocci; 
- Bahwa, saksi mau menandatangani daftar hadir tersebut karena 
disuruh dan niat untuk membantu tidak ada paksaan maupun 
bujukan; 
- Bahwa, menurut Drs. Anwar Kasim tinggal saksi sendiri yang 
belum menandatanganinya; 
- Bahwa, saksi mau menandatangani daftar hadir setelah melihat 
adanya SK yang ditandatangani oleh Drs. Mangenre. M.Ag atas 
nama kedua terdakwa tersebut; 
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang benar mengabdi di Kantor 
KUA Balocci sejak saksi menjabat selaku Kepala KUA Balocci 
adalah anak saksi yang bernama FITRIYA RUKMANA. S.Pd. 
- Bahwa, selama saksi menjabat selaku Kepala KUA Balocci 
terdakwa SYARIFAH NURHIDAYAH, SH dan terdakwa HAJJA 
MANTASIA. S.Ag tidak pernah terdaftar selaku tenaga honorer di 
Kantor KUA Balocci. 
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat daftar hadir 
(absensi) mulai tahun  2005 sampai dengan tahun 2009 , adapun 
daftar hadir (absen) tahun 2009 saksi tandatangani hanya 
melanjutkan daftar hadir yang sebelumnya, dimana daftar 
tersebut sudah jadi dan saksi hanya tinggal tanda tangan setelah 
dibawakan oleh saudara ARBI, saudara ZUL, dan saudara Drs. 
HAJI ANWAR KASIM.  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Syarifah Nurhidayah dan 
terdakwa Mantasia menyatakan benar sedangkan kedua terdakwa 
lainnya menyatakan tidak mengetahuinya; 
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3. Saksi  Drs. MUHAMMAD IDRUS. G BIN ABDUL GANI,  
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat 
dalam BAP Kepolisian; 
- Bahwa, saksi menjabat selaku Kepala KUA Minasate‟ne, 
Kabupaten Pangkep sejak tanggal 30 April 2012. 
- Bahwa, sebelum menjabat kepala KUA Minasate‟ne saksi menjabat 
Kepala KUA Bungoro sejak tanggal 23 Mei tahun 2009 sampai 
dengan 30 April 2012; 
- Bahwa, tenaga Honorer di KUA Bungoro seingat saksi ada 7 orang 
yaitu Jahra, SH, Fatimah S.Ag, Syamsudin, S.Ag., Hj. 
Aminah.S.Ag., Symasudin, S.A.g. Zainal Abidin dan Maryam; 
- Bahwa, di KUA Kec. Bungoro tidak ada Honorer yang bernama Nur 
Ismi (terdakwa IV); 
- Bahwa, terdakwa Nur Ismi lolos dalam pendataan sebagai tenaga 
Honorer K1 dari KUA Bungoro padahal saksi tidak pernah 
mengusulkannya karena terdakwa bukan tenaga Honorer di KUA 
Bungoro; 
- Bahwa, dari kantor Kemenag Kab. Pangkep saksi mengetahui 
kalau terdakwa Nur Ismi adalah ipar dari Muhammad Imran yang 
bekerja di bagian Kepegawaian kantor Kemenag Kab. Pangkep; 
- Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir (absen) 
dari terdakwa Nur Ismi kecuali 7 orang honorer dikantornya dan 
mereka mendapatkan SK Honorer dari Kantor Kemenag Kab. 
Pangkep atas usaha mereka sendiri; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Nur Ismi menyatakan 
benar dan tidak keberatan, sedangkan terdakwa lainnya menyatakan 
tidak mengetahuinya; 
 
4. Saksi  Drs. WAHYUDDIN KASIM S.Ag BIN KASIM,  
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana 
termuat dalam BAP Kepolisian;  
- Bahwa, saksi menjabat selaku Kepala KUA Segeri, Kabupaten 
Pangkep sejak tanggal 30 April 2012. 
- Bahwa, dari tenaga honorer yang mengabdi di kantor KUA Segeri 
dan telah dinyatakan lulus untuk kategori I, 4 (empat) orang 
saudari MASNIAH, saudari MASRURAH, saudari 
MUKARRAMAH, saudari NURLAELA yang benar-benar 
mengabdi mulai tahun 2005 sampai dengan saat sekarang ini 
sedangkan saudari DARMAWATI tidak pernah terdaftar sebagai 
tenaga honorer di kantor KUA Segeri mulai tahun 2005, dan 
selama saksi menjabat sebagai Kepala KUA Segeri sejak tanggal 
30 April 2012 saksi tidak pernah ketemu dengan saudari 
DARMAWATI di kantor KUA Segeri. 
- Bahwa bernar, saksi tidak tahu persis sejak kapan saudari 
DARMAWATI mengabdi sebagai tenaga honorer di kantor KUA 
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Segeri karena saksi adalah pejabat baru di Kantor KUA Segeri, 
akan tetapi sesuai penyampaian staf saksi yang bernama 
saudara M. ANWAR. S.Ag dan saudara SULAIMAN. S.Ag bahwa 
saudari DARMAWATI tidak terdaftar sebagai mulai tahun 2005 
dan saudari DARMAWATI nanti masuk sebagai tenaga honorer di 
Kantor KUA Segeri pada saat akan dilakukan pendataan untuk 
kategori I yaitu sekitar tahun 2010. 
- Bahwa benar, sebelum menjabat selaku Kepala KUA Segeri saksi 
menjabat selaku Kepala KUA Labakkang sejak tanggal 23 Mei 
tahun 2009 sampai dengan 30 April 2012. 
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi, pada saat saksi menjabat 
selaku Kepala KUA Labakkang sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai 
dengan tanggal 30 April 2012 yang terdaftar selaku tenaga 
honorer di Kantor KUA Labakkang selaku tenaga penyuluh yaitu 
saudari SAMRAH, ssaudari IRMAH ARIDAH, dan saudara SABIL, 
sedangkan saudari HAMLIA dan saudari HUMAIDAH nanti 
terdaftar sebagai tenaga honorer di Kantor KUA Labakkang nanti 
pada tahun 2010. 
- Bahwa benar, tenaga honorer yang mengabdi di Kantor KUA 
Labakkang sejak saksi menjabat sebagai Kepala KUA 
mendapatkan gaji dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 
yaitu biaya peristiwa nikah yang disetor kenegara kemudian 
diberikan per tri wulan kepada tenaga honorer. 
- Bahwa benar, saksi pernah menandatangani sebagai Kepala 
Kantor yang mengetahui dalam daftar hadir tenaga honorer yang 
mengabdi di Kantor KUA Labakkang untuk tahun 2009 dan tahun 
2010 akan tetapi absen tersebut nanti diubuat pada tahun 2010  
sebagai kelengkapan administrasi untuk tenaga honorer kategori 
I. 
- Bahwa benar, dasar untuk terbitnya SK honorer adalah 
rekomendasi atau usulan dari Kepala KUA kepada Kepala Kantor 
Kemenag Kabupaten Pangkep tentang nama-nama yang menjadi 
tenaga honorer di kantor KUA masing-masing. 
- Bahwa benar, selama saksi menjabat selaku kepala KUA, 
Labakkang, saksi tidak pernah memberikan rekomendasi atau 
usulan untuk diterbitkan SK honorer atas nama saudari HAMLIA 
dan saudari HUMAIDA, kalaupun tandatangan saksi ada itu 
akibat adanya tekanan dari atasan saksi. 
Atas keterangan saksi terdakwa Darmawati menyatakan benar 
sedangkan terdakwa lainnya menyatakan tidak mengetahuinya; 
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        Hal-hal yang memberatkan: 
1. Perbuatan para terdakwa itu sendiri merupakan perbuatan yang                    
tercela; 
2. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; 
             Hal-hal yang meringankan: 
1. Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;  
2. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;  
3. Para terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak   
keci/bayi; 
 
c.  Analisis Penulis 
      Pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusan  harus 
mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban 
kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan.            
Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan 
maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang 
bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan dasar atau alasan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi 
pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat 
diterima dan memenuhi rasa keadilan. 
     Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat 
diketegorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 3 
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(tiga) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP 
yakni : keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Jadi hal ini 
sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
 
 
     Berdasarkan putusan perkara nomor 99/Pid.B/2013/PN.Pkj 
menyatakan bahwa Terdakwa DARMAWATI.Z, S.H BINTI H 
ZAINUDDIN KULLE, SYARIFAH NURHIDAYAH, SH BINTI H. 
SAENAL ABIDIN, Hj. MANTASIAH BINTI H.MATARE dan NUR ISMI 
BINTI HAJI RAHMAN KULLE  telah terbukti secara sah menurut 
hukum melanggar Pasal 266 ayat (2) ke-2  KUHP: 
1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya 
sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tuju 
tahun. 
2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak 
sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, 
jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
 
Namun, disamping hal tersebut, menurut hakim yang menangani 
perkara ini terdapat hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa 
belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan 
Terdakwa menyesal atas perbuatannya. 
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      Hakim yang menangani perkara ini menyatakan sangat sulit untuk 
memberikan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi kedua 
belah pihak sehingga dalam memberikan putusan hakim lebih banyak 
memperhatikan manfaat dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. 
      Menurut penulis sendiri, suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap 
diri Terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang sesuai 
dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan 
suatu putusan yang diambil secara adil dan bijaksana tanpa adanya 
intervensi dari pihak manapun. Putusan tersebut hendaklah dapat 
memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat. 
     Dengan demikian prosedur persidangan dalam putusan perkara 
Nomor :99/Pid.B/2013/PN.Pkj telah sesuai dengan ketentuan Undang-
undang. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan 
pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:  
1. Penerapan hukum pidana terhadap Putusan Nomor 
99/Pid.B/2013/PN.Pkj, sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana 
materil. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, dan alat bukti yang terungkap di pengadilan, 
maka Terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat 
gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawab
kan perbuatannya. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 266 
KUHP tentang Pemalsuan Surat yang merupakan dakwaan subsidair 
penuntut umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
terdakwa dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/PN.Pkj, hakim 
berdasarkan pada surat tuntutan penuntut umum telah sesuai dengan 
menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dengan berbagai 
pertimbangan baik pertimbangan hukum maupun fakta-fakta yang 
terungakap dipersidangan serta memperhatikan Undang-undang yang 
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berkaitan diperkuat dengan keyakinan hakim. Pertimbangan tersebut 
antara lain : 
1) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; 
2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
3) Terdakwa menyesali perbuatannya. 
 
B. Saran 
1. Dalam setiap pengangkatan pegawai di kantor-kantor Departemen 
agar kiranya memperhatikan kebijakan-kebijakan dan mengikuti 
prosedur dalam pengakatan pegawai dari honorer menjadi pegawai 
negeri sipil agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan pasal 
266 tentang pemalsuan akta otentik. 
 
2. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
pemalsuan akta otentik, hakim harus memperhatikan dan 
mempertimbangkan putusannya agar betul-betul dapat memenuhi rasa 
keadilan bagi semua pihak, dan memberikan efek jera agar sewaktu-
waktu tidak mengulangi perbuatannya kembali. 
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